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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pengawasan 

pemberian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) dalam mengantisipasi terjadinya 

kredit bermasalah. Pengawasan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) yang baik dan 

benar adalah dengan memperhatikan langkah-langkah pada saat permohonan dan 

pada saat proses kredit. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memastikan 

prosedur dan pengawasan kredit sebagai aset bank yang telah dilakukan dengan 

baik sehingga tidak timbul risiko-risiko kredit yang berakibat menyimpang, baik 

dilakukan oleh debitor maupun intern bank. Penelitian ini dilakukan pada PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang USU Medan. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. 

Hasil dari analisis membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan PT. Mandiri 

(Persero) Tbk Kantor Cabang USU Medan untuk meminimalkan kredit 

bermasalah Non Performing Loan (NPL) dengan metode penyelesaian atau 

penyelamatan yang dilakukan yaitu Preventive control of credit melalui analisis 

kredit 5C dan 7P. 

Kata Kunci: Pengawasan, Prosedur, Kredit 
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ABSTRACT 

This research is to know how the procedures and the supervision of giving the 

Serbaguna Micro Credit to debtor in preventing the Non Performing Loan in 

future. A good and right supervision of Serbaguna Micro Credit is by giving 

attention to the steps at the time of application and at the time of the 

process. It is done aims to ensure the management, care, and oversight of 

credit as an asset of the bank has done well so that it does not arise of risk-

credit risk which resulted in distorted, either performed by the debtor as 

well as the internal bank. This research was conducted at the PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Branch Office of USU Medan. The research methods 

is documentation, observation, and the interview. This type of research is 

descriptive research. The results of the analysis proves that the supervision is 

done the PT. Mandiri (Persero) Tbk Branch offices of USU Medan to 

minimize bad debt of Non Performing Loan (NPL) by the method of 

settlement or rescue conducted namely Preventive control of credit by doing 

the analysis of 5C and 7P. 

Keywords: Monitoring, Procedures, Credit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian bagi suatu negara. 

Dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan 

ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara semakin 

besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, 

keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh pemerintah dan 

masyarakatnya. Jika ditelusuri lewat sejarah sejak dulu sampai sekarang ini, 

peranan perbankan dalam memajukan perekonomian sangatlah besar. Hampir 

semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan 

jasa bank. Sehubungan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan fungsi dari 

dunia bisnis di Indonesia yang sekaligus untuk memacu laju ekonomi negara, 

maka didalam hal ini pemerintah harus memperhatikan peran dan fungsi daripada 

perbankan Indonesia . Dalam hal ini mengingat fungsi bank sebagai lembaga 

keuangan sangatlah vital, misalnya dalam penciptaan uang, mengedarkan uang, 

menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, 

tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.  

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang 

memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran (PSAK No.31. Tahun 1999). Fungsi utama bank adalah pemberian 

kredit pada peminjam yang dapat dipercaya.  
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Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak minjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. 

Kewajiban itu dapat berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pembagian hasil 

keuntungan. (UU RI.No.7 Tahun 1992) Dalam arti luas kredit diartikan sebagai 

kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada 

penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkan benar -benar akan 

dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan 

bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan yang mempunyai 

kewajiban untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

disepakati (Kasmir. 2013: 93).  

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-

benar dapat dipercaya, maka bank perlu terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. 

Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, 

jaminan yang diberikan, karakter, kemampuan untuk menciptakan pendapatan, 

pemilikan aset, kondisi perekonomian, dan faktor-faktor lainnya. Tujuan utama 

analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang 

peminjam untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan persyaratan yang 

terdapat dalam perjanjian pinjaman. Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu 

akan sangat membahayakan bagi bank. Nasabah dalam hal ini akan mudah 

memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak 

diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganilisis, maka kredit yang disalurkan 

akan sulit di tagih alias macet. Walaupun sebenarnya ada faktor lain yang 
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menyebabkan terjadinya kredit macet seperti bencana alam yang memang tak 

mungkin dapat di hindari  oleh nasabah seperti, kebanjiran dan gempa bumi maupun 

kesalahan dalam pengelolaan tapi sebagian besar kredit macet di sebabkan oleh 

kesalahan dalam menganalisis penyaluran atau pemberian kredit pada nasabah. 

Pemberian kredit mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam 

pengembaliannya. Bank perlumencegah atau memperhitungkan kemungkinan 

timbulnya risiko tersebut dengan menjalankan asas-asas perkreditan yang 

konsisten dengan prinsip penilaian suatu kredit. Aspek penilaian dalam 

memutuskan pemberian kredit yang biasa dikenal dengan 5C (Character, 

Capability, Capital, Condition, dan Collateral). Aspek 5’C sangat penting 

dalam upaya pengawasan kredit yang akan diberikan kepada calon debitor. 

Mulai dari kredit diberikan sampai dengan kredit dilunasi. Pengawasan kredit 

adalah “Suatu proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis bukanlah 

aktivitas untuk mencari kesalahan atau penyimpangan debitur khususnya dalam 

menggunakan kredit. Pengawasan kredit ini bertujuan untuk memastikan analisis 

kredit telah sesuai dengan prosedur, kesesuaian data nasabah dengan proposal 

permohonan pengajuan kredit, jumlah kredit yang diberikan sesuai dengan 

kemampuan nasabahuntuk mengembalikan kredit tersebut, serta ketepatan 

nasabah dalam tanggal pembayarannya.  

Ketepatan pembayaran kredit oleh nasabah dapat mempengaruhi tingkat 

Non Performing Loan(NPL) yang merupakan kredit bermasalah terhadap total 

kredit yang diinvestasikan atau disalurkan oleh bank. “NPL lebih tinggi (di atas 

5%), bank tidak sehat”. Dapat diartikan bahwa Non Performing Loan (NPL) yang 
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baik yaitu yang memiliki nilai dibawah 5%. 

Bank Mandiri mulai membuka kredit mikro pada September 2007. 

Tujuannya dari kredit mikro adalah untuk membantu perekonomian dimasyarakat. 

Perkembangan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia 

tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. 

Setiap tahun UMKM mengalami pertumbuan dan secara umum pertumbuhannya 

lebih tinggi dibandingkan total kredit perbankan. Selain Kredit Usaha Mikro Bank 

Mandiri juga membuka Kredit Serbaguna Mikro (KSM) yang disebabkan oleh 

banyaknya premintaan kredit konsumtif dimasyarakat. Dimana penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh tabel kolektibilitas pada PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk 

Cabang USU. 

Tabel 1.1. Kolektibilitas Kredit Serbaguna Mikro pada PT. Bank Mandiri 

(Persero),Tbk Caban USU dari Tahun 2012-2016 

 Sumber: Bank Mandiri cabang USU (2018) 

Tabel diatas menggambarkan bahwa NPL dari tahun ke tahun terus 

meningkat. Meskipun NPL tersebut masih relatif rendah dan masih dalam batas 

Tahun 

Jenis Kolektibilitas 
Total Kredit 

Serbaguna 

Mikro Yang 

Bermasalah 

(Rp) 

Total Kredit 

Serbaguna 

Mikro yang 

Diberikan 

(Rp) 

NPL Kurang 

Lancar 

(Rp) 

Diragukan 

(Rp) 

Macet 

(Rp) 

2012 
65.184.300 39.834.850 76.048.350 181.067.500 27.025.000.000 0,67% 

2013 309.228.480 140.558.400 253.005.120 702.792.000 40.860.000.000 1,72% 

2014 234.420.340 133.954.480 301.397.580 669.772.400 37.004.000.000 1,81% 

2015 323.275.050 258.620.040 172.413.360 718.389.000 38.010.000.000 1,89% 

2016 391.980.000 342.982.500 244.987.500 979.950.000 41.700.000.000 2,35% 
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kewajaran, yaitu tidak melebihi aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

sebesar 5%.  

Dari semua uraian sangat jelas betapa pentingnya peranan kredit yang 

diberikan bank untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, perlu 

diketahui juga bagaimana sistem pengawasan pemberian kredit dalam upaya 

mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah agar tidak menimbulkan keruguian 

dikemudian hari pada pihak Bank. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk 

membahas mengenai pengkreditan ini. Selanjutnya penulis memilih judul tentang 

“Analisis Prosedur Dan Pengawasan Pemberian Kredit Serbaguna Mikro 

(KSM)  Dalam Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah pada PT. 

Bank Mandiri (Persero),Tbk Cabang USU”. 

B. Identifikasi Masalah 

Setiap perusahaan khususnya dalam bidang perbankan untuk 

melakukan kegiatan dan aktivitasnya tidak luput dari permasalahan. 

Masalah merupakan sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

identifikasi masalah adalah adanya peningkatan NPL Kredit Serbaguna 

Mikro terus menerus dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada PT. 

Bank Mandiri (Persero),Tbk Cabang USU. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

maka penulis membatasi masalah untuk menghindari pembahasan yang 

tidak terarah dan terlalu meluas tentang masalah yang akan dibahas.  
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Maka penulis membatasi permasalahan yaitu : 

1. Pada prosedur pemberian Kredit Serbaguna Mikro pada PT Bank 

Mandiri (Persero),Tbk Cabang USU. 

2. Penelitian dilakukan terhadap laporan kolektibilitas KSM pada 

tahun 2012 – 2016. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan tersebut, penulis mengambil 

permasalahan pokok yaitu:  

1. Bagaimanakah prosedur pemberian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) 

pada PT. Mandiri (Persero), Tbk Cabang USU? 

2. Bagaimanakah pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Mandiri 

(Persero), Tbk Cabang USU dalam proses pemberian Kredit Serbaguna 

Mikro (KSM) untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) 

pada PT. Mandiri (Persero), Tbk Cabang USU. 

2. Untuk mengetahui pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Mandiri 

(Persero), Tbk Cabang USU dalam proses pemberian Kredit Serbaguna 

Mikro (KSM) untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:  
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1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam memperluas wawasan 

dan pengetahuan khususnya tentang perbankan dengan membandingkan 

teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktek yang ada di 

lapangan. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

pertimbangan yang berkaitan dengan pengawasan dan prosedur pemberian 

kredit sehingga dapat membantu untuk mengurangi terjadinya kredit 

macet. 

3. Bagi pihak-pihak lain, melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk 

menyempurnakan penelitian selanjutnya. 

 

G. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Christa (2014) yang 

berjudul: Analisis Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT 

Bank BRI Unit Belawan. Sedangkan peneltian ini berjudul: Analisis 

Pengawasan Pemberian Kredit Serbaguna Mikro (KSM)  Dalam 

Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah pada PT. Bank Mandiri 

(Persero),Tbk Cabang USU. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian terdahulu yang terletak pada: 

1. Waktu Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2014 sedangkan 

penelitian ini tahun 2019. 

2. Lokasi Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan di Bank Rakyat 



8 

 

Indonesia Unit Belawan sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank 

Mandiri Cabang USU. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Kredit 

a. Pengertian Kredit 

Kata kredit berasal dari kata crede (Yunani) atau creditum 

(Latin) yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari 

kredit adalah kepercayaan (truth atau faith). Seseorang atau 

suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa 

penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan 

sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan berupa 

barang, uang atau jasa (Abdullah & Tantri, 2014:162). 

Menurut Kasmir (2014:85), dalam Bank dan Lembaga 

Keuangan Lainnya, kredit merupakan penyediaan uang atau 

tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 

dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga 

yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 

Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara pihak bank dengan pihak peminjam yang 
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mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

b. Unsur-unsur Kredit 

Menurut Kasmir (2014:84) adapun unsur - unsur yang terkandung 

dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut : 

1) Kreditur 

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) 

kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa 

perorangan atau badan usaha. Bankyang memberikan kredit 

kepada pihak peminjam merupakan kreditur. 

2) Debitur 

Debitur  merupakan  pihak  yang  membutuhkan  dana,  atau 

pihak  yang mendapat pinjaman dari pihak lain. 

3) Kepercayaan (Trust) 

Kreditur memberikan kepercayaaan kepada pihak yang menerima 

pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya 

untuk membayar pinjamannya sesuai dengan  jangka waktu 

tertentu yang diperjanjikan. Bank merupakan pinjaman kepada 

pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan 

kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat 

memenuhi kewajibannya. 
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4) Perjanjian 

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan 

yang dilakukanantar bank (kreditur) dengan pihak peminjam 

(debitur). 

5) Risiko 

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya 

risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan 

kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank. 

6) Jangka waktu 

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh 

debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur. 

7) Balas jasa 

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka 

debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan 

perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut 

berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa 

macam imbalan, tergantung pada akadnya. 

c. Tujuan dan Fungsi Kredit 

Menurut Abdullah dan Tantri (2014:166) pemberian suatu fasilitas 

kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang 

tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian 

kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. 
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Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai 

berikut: 

1) Mencari keuntungan 

Tujuan utama  pemberian  kredit  adalah  untuk  memperoleh  

keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga 

yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya 

administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

Keuntungan  ini  penting  untuk kelangsungan hidup bank serta 

membesarkan usaha bank. 

2) Membantu usaha bank 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk 

modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan 

dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini 

baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.  

3) Membantu pemerintah 

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagi 

bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan 

oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin 

banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka 

peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor 

riil. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan 
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menyebarkan pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah 

sebagai berikut: 

a) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah 

dan bank. 

b) Membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi 

pengangguran. 

c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sehingga masyarakat 

memiliki banyak pilihan dalam memilih barang dan jasa yang 

mereka butuhkan. 

d) Menghemat devisa negara atas barang-barang yang diimpor. 

e) Meningkatkan devisa negara, apabila produk kredit yang 

dibiayai untuk keperluan ekspor. 

d. Jenis-jenis Kredit 

Beragam jenis usaha, menyebabakan beragam pula kebutuhan akan 

dana yang menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini 

disesuaikan dengan kenutuhan dana yang diinginkan nasabah. 

Menurut Kasmir (2014:120)  pada buku Dasar-Dasar Perbankan, 

kredit terdiri dari beberapa jenis, yaitu : 

1) Dilihat dari Segi Kegunaan  

a) Kredit Investasi 

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau 

membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitasi. 

Contoh kredit investasi , misalnya untuk membangun pabrik 



14 

atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk 

periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal kerja 

yang relatif besar pula. 

b) Kredit Modal Kerja 

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam 

operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan 

untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau 

biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi 

perusahaan. 

2) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit  

a) Kredit Produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau 

produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk 

menghasilkan barang atau jasa. 

b) Kredit Konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. 

Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang atau jasa yang 

dihasilkan, karena memang digunakan oleh konsumen untuk 

tujuan konsumtif misalnya pembelian kendaraan bermotor, 

renovasi rumah, pembelian tanah. 

c) Kredit Perdagangan 

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk 

membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli 
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barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil 

penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering 

diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang 

akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh : kredit 

ekspor dan impor. 

3) Dilihat dari Segi Jangka Waktu 

a) Kredit Jangka Pendek 

Kredit yang memiliki jangka waktu kredit kurang dari satu 

tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan 

untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk kredit 

peternakan dan pertanian. 

b) Kredit Jangka Menengah 

Kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun 

sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan 

untuk melakukan investasi. 

c) Kredit Jangka Panjang 

Kredit yang masa pengembaliannya paling lama yaitu di atas 

tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi 

jangka panjang seperti perkebunan karet atau untuk 

konsumtif seperti kredit perumahan. 

4) Dilihat dari Segi Jaminan 

a) Kredit dengan Jaminan 
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Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan dapat berbentuk 

barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang., 

dimana jaminan tersebut nilainya harus lebih besar dari 

jumlah kredit yang diajukan 

b) Kredit Tanpa Jaminan 

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang 

tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek 

usaha, krakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur 

selama berhubungan dengan bank atau pihak lain. 

5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha 

a) Kredit Pertanian  

Kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian atau perkebunan 

yang dapat berupa jangka panjang atau jangka pendek. 

b) Kredit Peternakan 

Kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka 

panjang maupun pendek. 

c) Kredit Industri 

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri 

kecil, menengah, maupun industri besar. 

d) Kredit Pertambangan 

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang yang biasanya 

berjangka waktu panjang. Seperti tambang emas, minyak, 

atau timah. 
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e) Kredit Pendidikan 

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan 

prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk 

para mahasiswa 

f) Kredit Profesi 

Kredit  yang diberikan kepada para kalangan profesional 

seperti dosen, dokter, atau pengacara. 

g) Kredit Perumahan 

Kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang. 

 

2. Kredit Serbaguna Mikro (KSM) 

Kredit Serbaguna Mikro (KSM) adalah salah satu jenis kredit 

konsumtif yang diberikan Bank kepada pegawai aktif maupun pensiunan 

yang memiliki penghasilan tetap untuk membiayai berbagai macam 

kebutuhannya. Adapun tujuan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) yaitu 

pembiayaan berbagai macam keperluan (serbaguna), selama tidak 

melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum. 

Denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit (pokok dan bunga) 

sebesar 2% di atas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah 

tunggakan. Besar denda keterlambatan dapat berubah sesuai dengan 

kewenangan Group Head Micro Banking. 

Adapun Kredit Serbaguna Mikro (KSM) diberikan untuk: 
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a. Pegawai aktif, yaitu pada segmen CPNS & PNS/TNI/POLRI, 

BUMN/BUMD & SWASTA. 

b. Pegawai non Aktif , yaitu Pensiunan. 

Adapun Ketentuan umum calon debitur Kredit Serbaguna Mikro 

(KSM) pada setiap segmen, yaitu: 

a. Segmen PNS/TNI/POLRI, dimana syarat dan ketentuannya adalah: 

1) Memiliki Surat Keputusan sebagai PNS. 

2) Minimal penghasilan Rp.1.5 Juta. 

3) Usia minimal 21 tahun/sudah menikah 

4) Usia maksimal 60 tahun (saat kredit lunas)/sesuai ketentuan 

pensiun 

b. Segmen CPNS/TNI/POLRI, dimana syarat dan ketentuannya adalah : 

1) Memiliki Surat Keputusan sebagai Calon PNS 

2) Minimal penghasilan Rp.1.5 Juta 

3) Usia minimal 21 tahun/sudah menikah 

4) Usia maksimal 35 tahun (saat kredit lunas) 

c. Segmen BUMN/BUMD 

Adapun ketentuan calon debitur yang dapat mengajukan KSM untuk 

yang berstatus pegawai tetap, yaitu : 

1) Telah menjadi pegawai tetap min. 1 tahun 

2) Penghasilan per bulan minimal Rp 1 juta 

3) Usia minimal 21 tahun/sudah menikah. 
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4) Usia maksimal 55 tahun (saat kredit lunas) atau sesuai ketentuan 

pensiun. 

Adapun ketentuan calon debitur yang dapat mengajukan KSM untuk 

yang berstatus pegawai kontrak, yaitu : 

1) Telah bekerja min. 1 thn di perusahaan yang sama. 

2) Penghasilan per bulan min. Rp 1 Juta 

3) Usia minimal 21 tahun / sudah menikah 

4) Usia maksimal 40 thn (saat kredit lunas) 

d. Segmen Swasta 

Adapun ketentuan calon debitur yang dapat mengajukan KSM untuk 

yang berstatus pegawai kontrak, yaitu : 

1) Telah menjadi pegawai tetap min. 1 tahun 

2) Penghasilan per bulan min Rp 3 juta 

3) Usia minimal 21 tahun/sudah menikah 

4) Usia maksimal 55 tahun (saat kredit lunas) atau sesuai ketentuan 

pensiun 

Adapun ketentuan calon debitur yang dapat mengajukan KSM untuk 

yang berstatus pegawai tetap, yaitu : 

1) Telah bekerja min. 1 thn di perusahaan yang sama. 

2) Penghasilan per bulan min. Rp 1 Juta 

3) Usia minimal 21 tahun / sudah menikah 

4) Usia maksimal 40 thn (saat kredit lunas) 

e. Segmen Pensiun, dimana syarat dan ketentuannya adalah : 
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1) Memiliki kartu peserta dana pensiun atau yang dipersamakan 

2) Penghasilan tiap bulan minimal sebesar Rp.1 Juta. Penghasilan 

meliputi uang pensiun, penghasilan pasangan dan penghasilan dari 

usaha lainnya yang dapat diverifikasi. 

3) Usia maksimal 70 tahun (saat kredit lunas) 

Dapat disimpulkan pada uraian diatas bahwa syarat Pemberian 

Kredit Serbaguna Mikro (KSM) secara umum yaitu:  

a. Warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia 

b. Telah diangkat menjadi pegawai tetap minimal 1 tahun dan 

berpenghasilan tetap. Khusus untuk pegawai dengan status tetap dan 

payroll di bank maka masa kerja pegawai tidak diperhitungkan. 

c. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan pada saat kredit lunas 

sesuai usia pensiun yaitu maksimum 55 tahun (kecuali untuk pegawai 

pemerintah /BUMN/BUMD/BHMN/ persyaratan usia ditentukan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku). 

d. Penghasilan per bulan diatas Upah Minimum Regional (UMR) yang 

berlaku di daerah tersebut. 

e. Menyerahkan bukti diri berupa foto copy KTP calon debitur dan 

suami/istri calon debitur, kartu keluarga, serta surat nikah/cerai bagi 

yang sudah menikah/cerai. 

Uraian persyaratan KSM yang cukup mudah merupakan salah satu 

keunggulan dari produk KSM. Selain itu ada juga beberapa keunggulan 

lainnya yang ditawarkan Bank Mandiri antara lain: 
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a. Proses cepat dan mudah. 

b. Persyaratan kredit yang ringan. 

c. Sifat kredit adalah aflopend plafond (angsuran tetap). 

d. Agunan adalah berupa objek yang dibiayai dan berupa fixed assets. 

e. Jangka waktu angsuran bervariasi mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 

bulan, dan 36 bulan. 

f. Perlindungan asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan gempa bumi. 

Selain itu, adapun mengenai Jaminan KSM bahwa Bank dalam 

memberikan kredit kepada debitur tentu saja menghendaki jaminan atas kredit 

yang diberikan. Namun, saat ini sudah mulai banyak bank yang memberikan 

kredit tanpa jaminan (agunan). Kredit Serbaguna Mikro (KSM)tidak 

mempersyaratkan adanya jaminan yang bersifat kebendaan. 

Dalam produk Kredit Serbaguna Mikro ,Terdapat 2 (dua) jenis denda 

pelunasan yaitu: 

a. Pelunasan sebagian kredit sebelum jatuh tempo diperkenankan, namun 

dikenakan denda sebesar 4% dari baki debet yang dilunasi. Pelunasan 

seluruh kredit sebelum jatuh tempo diperkenankan dengan ketentuan : 

Dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran 

bulanan. 

b. Pelunasan seluruh kredit sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda 

sebesar 8% dari baki debet. Bila tanggal pelunasan tidak sama dengan 

tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran bulanan, maka perhitungan 
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pelunasan seluruhnya sebelum jatuh tempo didasarkan kepada baki 

debet periode berjalan ditambah bunga berjalan. 

 

3. Prosedur Pemberian Kredit 

Melihat kredit sebagai sumber utama pendapatan juga sebagai 

resiko dalam usaha bank, maka dalam memberikan kredit bukanlah 

pekerjaan yang mudah, karena proses pemberian kredit hingga 

penagihannya akan banyak menentukan kualitas kredit itu sendiri. 

Dalam memberikan kredit, bank membuat beberapa prosedur.  

Kasmir (2014:100-103) prosedur dalam pemberian kredit tersebut 

dibagi atas beberapa tahap yaitu : 

a. Tahap permohonan kredit  

Tahap ini merupakan tahap pertama yang harus dilaksanakan calon 

debitur apabila hendak meminta kredit, yaitu dengan mengajukan 

terlebih dahulu surat permohonan dan mengisi daftar isian yang 

disediakan oleh bank. Kasmir (2013:100) adapun daftar isian 

tersebut meliputi informasi sebagai berikut:  

1) Data Pribadi, 

2) Badan usaha yang terdiri dari : bentuk badan usaha, susunan 

pengrus, 

3) Alamat, bidang usaha yang dijalankan, 

4) Prospek dari calon debitur dimasa akan datang,  

5) Tujuan pengunaan kredit dan jumlahnya, 
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6) Kapan pengembalian kredit, 

7) Jaminan yang akan diberikan.  

Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan-tahapan yang 

dilalui untuk memberikan kredit. Prosedur pemberian kredit 

dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum sama, 

antara satu bank dengan bank lainnya memiliki prosedur yang 

tidak jauh berbeda. Hal yang menjadi perbedaan mungkin 

terletak pada bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan 

yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Tujuan 

utama dari prosedur ini untuk mempermudah bank menilai 

kelayakan suatu permohonan kredit, sehingga dapat mencegah 

terjadinya kredit bermasalah. Secara garis besar prosedur 

pemberian kredit menyangkut permasalahan : 

a) Standar dokumentasi kredit 

b) Perlindungan melalui program asuransi 

c) Pengawasan kredit 

d) Pedoman khusus penanganan kredit tertentu 

Sebelum pihak bank memberikan fasilitas kredit kepada 

nasabah, bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa 

kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Oleh karena 

itu, bank memerlukan informasi tentang data-data yang 

dimiliki oleh calon penerima kredit. Data-data yang 

dimaksud penting bagi bank untuk menilai keadaan dan 
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kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan 

bank akan memberikan kreditnya. 

b. Tahap analisis kredit  

Berdasarkan data yang telah terkumpul, bank akan melakukan 

analisis kredit. Pada saat melakukan analisis ini secara rinci 

ternyata data yang ada masih kurang, mungkin bank akan 

mengadakan kunjungan lagi untuk melengkapi data nasabah. 

Kunjungan tersebut menunjukkan itikad bank untuk lebih 

mengenal calon nasabahnya yang akan diberikan kredit. Tahap ini 

merupakan tahap yang sangat penting karena pada tahap inilah 

bank dapat menilai apakah calon debitur layak untuk menerima 

kredit atau tidak, pada umumnya analisis yang dilakukan oleh bank 

pada calon debiturnya yaitu analisa 5C yang dikenal sebagai 

prinsip 5C. Kasmir (2014: 95-97), pada umumnya analisis yang 

dilakukan oleh bank pada calon debiturnya yaitu analisis 5C dan 7P yang 

dikenal sebagai prinsip 5C dan 7P yaitu :  

1) Character (Kepribadian) 

Character merupakan sifat yang terdapat pada diri peminjam. 

Kejujuran integritas peminjam adalah yang paling utama. 

Catatan mengenai masa lampau peminjam merupakan ukuran 

bagi penampilannya dikemudian hari jika mempertimbangkan 

kreditnya.  Menurut Kasmir (2014:95) ada beberapa hal yang 

dibahas dalam menganalisa watak calon debitur yaitu :  
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a) Riwayat calon debitur yang membahas latar belakang 

usaha dan pengalaman usaha yang akan memberikan 

gambaran kepada bank mengenai prospek pencapaian 

usaha di masa yang akan datang.  

b) Hubungan calon debitur dengan bank lain, apakah calon 

debitur pernah melakukan tindakan wanprestasi terhadap 

bank.  

c) Hubungan calon debitur dengan bank pemberi kredit 

apakah debitur sudah pernah meminjam, apakah calon 

debitur adalan nasabah lama atau baru.  

d) Reputasi calon debitur dalam dunia usaha juga 

merupakan karakter dari calon debitur apakah debitur 

mematuhi aturan-aturan yang ada dalam dunia usaha.  

2) Capacity (Kemampuan)  

Capacity merupakan penilaian terhadap calon debitur 

mengenai kemampuan calon debitur dalam melunasi 

pinjamannya dari usaha yang dilakukannya atau kegiatannya 

usaha yang akan dibiayai dari kredit bank. Capacity 

merupakan ukuran yang menyelutuhan tehadap kekayaan dan 

pendapatan debitur di masa lampau, sekarang, dan akan datang 

yang dikaitkan dengan kemampuan debitur dalam melunasi 

kewajibannya. 

3) Capital (Modal ) 
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Merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki 

debitur ketia mengajukan permohonan kredit. Penilaian modal 

terhadap debitur tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal, 

namun bagaimana modal tersebut digunakan oleh debitur, 

cukuplah modal yang ada dalam menjalankan usahanya. Oleh 

karena itu debitur harus menggunakan modal dengan baik dan 

benar. 

4) Collateral (Jaminan) 

Merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur baik bersifat 

fisik maupun nonfisik. Nilai jaminan ini sebaiknya melebihi 

jumlah kredit ini diperlukan agar kredit maupun dari barang 

jaminan yang dicairkan apabila pemohon kredit tidak mampu 

mengembalikan pinjaman kreditnya. Dalam tahap analisa 

kredit, jaminan kredit, jaminan kredit (Collateral) memegang 

peranan penting oleh karena itu bank harus teliti dalam barang-

barang yang dijaminkan kepada bank. Pihak bank juga harus 

mengerti nilai jaminan secara yuridis serta persyaratan 

ekonomis suatu jaminan kredit. Menurut Jopie J (2013:161) 

mengatakan bahwa “ Jaminan adalah salah satu persyaratan 

mutlak dalam perkreditan dimana peran jaminan ini tergantung 

dari tingkat keyakinan bank akan kemampuan nasabah, 

struktur kredit dan pengendalian resiko oleh bank sendiri.”  

Menurut Kasmir (2014: 96) jaminan kredit harus memenuhi 
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persyaratan hukum (yuridis) dan ekonomis syarat-syarat 

hukum (yuridis) agunan yaitu :  

a) Jaminan harus mempunyai wujud nyata (tangible).  

b) Jaminan harus merupakan milik debitur dengan bukti 

surat-surat yang sah. 

c) Jika jaminan merupakan barang yang dikuasakan, 

pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit.  

d) Jaminan tidak sedang dalam proses pengadilan.  

e) Jaminan bukan sedang dalam keadaan sengketa.  

f)     Jaminan bukan yang terkena proyek pemerintah.  

Adapun menurut Kasmir (2014: 96) Syarat-syarat ekonomis 

jaminan yaitu :  

a) Jaminan harus mempunyai nilai ekonomis pasar. 

b) Nilai jaminan kredit harus lebih besar daripada plafond 

kreditnya.  

c) Marketability, yaitu jaminan harus mempunyai pasaran 

yang cukup luas atau mudah dijual.  

d) Ascertainability of value, yaitu jaminan kredit yang 

diajukan oleh debitur harus mempunyai standar harga 

tertentu (harga pasar). 

e) Transferable, yaitu jaminan kredit yang diajukan 

debitur harus mudah dipindahkantangankan baik secara 

fisik maupun secara hukum. 
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5) Condition of Economy (Kondisi ekonomi) 

Merupakan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam 

menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan 

politik sekarang dan di masa datang sesuai sektor masing-

masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. 

Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya 

benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga 

kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. 

6) Personality (Kepribadian) 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 

lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga 

mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah 

dalam mnghadapi suatu masalah.  

7) Party (Golongan) 

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. 

Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan 

akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

8) Purpose (Tujuan) 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 

kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan 

pengambilan kredit dapat bermacam – macam. Sebagai contoh 
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apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau 

produktif, dan lain sebagainya. 

9) Prospect (Penilaian) 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai 

prospek atau sebagainya. Hal ini penting mengingat jika suatu 

fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempuyai prospek, bukan 

hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. 

10) Payment (Pembayaran atau pengembalian) 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan 

kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana 

untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber 

penghasilan nasabah, akan semakin baik. Dengan demikian, 

jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor 

lainnya. 

11) Profitability (Keuntungan atau laba) 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode 

apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi 

dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 

12) Protection (Perlindungan) 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan 

jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat 
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berupa jaminan barang atau otang atau jaminan asuransi.  

Menurut Totok dan Nuritomo (2013:111-114) selain dengan 

menggunakan prinsip 5C diatas, aspek-aspek yang dinilai, 

sebagai berikut : 

a) Aspek hukum 

Dalam aspek ini, bank akan memeriksa dokumen/surat-surat 

yang diberikan oleh calon debitur harus asli dan memiliki 

keabsahan. 

b) Aspek pasar dan pemasaran 

Penilaian dalam aspek pasar dan pemasaran yaitu produk 

yang dibiayai kredit harus laku di pasar dan calon debitur 

mempunyai strategi pemasaran yang baik. 

c) Aspek keuangan 

Bank akan menilai posisi keuangan calon debitur dimana calon 

debitur harus memiliki kemampuan dalam membiayai dan 

mengelola usahanya. 

d) Aspek operasi/teknis 

Calon debitur memiliki lokasi usaha, tata letak ruangan dan 

kapasitas produksi yamg menguntungkan. 

e) Aspek manajemen 

Calon debitur harus memiliki sumber daya manusia yang 

mendukung usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

f) Aspek ekonomis 
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Dampak ekonomi dan sosial yang timbul dari usaha tersebut 

terhadap masyarakat harus lebih menguntungkan. 

g) Aspek AMDAL 

Ucalon debitur tidak boleh berdampak buruk terhadap 

lingkungan dan ada cara serta usaha pencegahan terhadap 

dampak tersebut. 

c. Tahap keputusan atas permohonan kredit  

Dalam tahap ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap 

tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak 

mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau 

mengusulkan permohonan kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. 

Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan 

penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam 

laporan pemeriksaan kredit. 

d. Tahap persetujuan permohonan kredit 

Tahap persetujuan kredit dalam hal ini merupakan menentukan 

jumlah kredit yang akan diberikan kepada debitur sudah sesuai atau 

tidak. Kasmir (2013:103) mengatakan bahwa “ Keputusan kredit 

mencakup antara lain jumlah uang yang diterima, jangka waktu 

kredit, biaya-biaya yang harus dibayar.” 
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e. Tahap pencairan kredit  

Merupakan pencairan atau pengambilan dana/uang dari rekening 

sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai 

ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap. 

f. Tahap pengawasan kredit  

Fungsi pengawasan sangat penting bagi setiap perusahaan, baik 

perusahaan berskala besar maupun perusahaan kecil. Pengawasan 

kredit merupakan proses penilaian dan pemantauan kredit sejak 

analisis, bukanlah aktivitas untuk mencari kesalahan/penyimpangan 

debitur khususnya dalam menggunakan kredit, melainkan upaya 

menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan 

rencana kredit. Selain itu bahwa proses pengawasan kredit telah 

dimulai sejak dini (saat penilaian jaminan). Menurut Ismail 

(2014:119) mengatakan bahwa “ Pengamanan kredit merupakan 

suatu mata rantai kegiatan bank.” 

Langkah pengamanan ini dimulai sejak bank merencanakan untuk 

memberikan kredit. Dalam menyusun rencana dengan sekaligus 

perhitungan plafon, bank telah memperhitungkan berbagai segi yang 

dapat dijangkau oleh kemampuan operasional. Mengatur alokasi 

kredit ke arah sektor-sektor yang bervariasi, pemberian kredit kepada 

nasabah serta jumlah plafon kredit yang akan diberikan dan 

sebagainya, merupakan langkah-langkah untuk menjaga keamanan 

kredit. 



33 

Dalam usaha untuk mengamankan fasilitas kredit, bank berusaha 

untuk melakukan pengawasan atas perjalanan kredit karena 

pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting 

dalam segala kegiatan usaha dan merupakan pengamanan terhadap 

kekayaan yang diberikan nasabah. Kegiatan pengawasan akan 

menjadi lebih penting karena kredit merupakan risk asset bagi bank. 

Menurut Ismail (2014:120) mengatakan bahwa “ Pengawasan 

kredit yang dilakukan bank menurut tujuannya, yaitu preventive 

control dan refresif control.” 

1) Preventive Control,  pengawasan kredit yang dilakukan 

sebelum pencairan kredit yang bertujuan untuk mencegah 

kemungkinan terjadinya penyimpangan penggunaan kredit. 

Misalnya melakukan survey ke lapangan untuk melihat usaha 

calon debitur dan wawancara mengenai kelangsungan usaha 

yang sudah dijalankan serta mencari informasi dari pihak 

eksternal. 

2) Refresif Control, pengawasan kredit yang dilakukan setelah 

pencairan dan saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk 

mengatasi setiap penyimpangan yang terjadi. Misalnya 

melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur, menganalisa 

perkembangan laporan keuangan debitur dan menganalisis 

kelemahan usaha debitur saat itu. 
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Dalam melakukan pengawasan kredit, pejabat bank harus dapat 

menciptakan hubungan yang harmonis dengan para debitur yang 

dilandasi dengan pemikiran dan sikap saling menghormati, saling 

membutuhkan, dan memiliki ketergantungan antara satu sama lain. 

Debitur membutuhkan kredit untukpeningkatan usahanya, 

demikian pula bank membutuhkan debitur untuk memutar uangnya.  

Menurut Ismail (2014: 120) secara rinci tujuan atau sasaran 

pengawasan kredit dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Agar penjagaan dan pengawasan dalam pengelolaan kekayaan 

bank di bidang perkreditan dapat dilakukan dengan baik yaitu 

untuk menghindarkan penyelewengan baik dari intern maupun 

ekstern bank. 

2) Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi 

di bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi 

perkreditan yang lebih baik. 

3) Untuk memajukan efisensi di dalam pengelolaan dan tata 

laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong 

tercapainya rencana yang telah ditetapkan. 

4) Untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap aturan yang telah 

ditetapkan dan penggarisan dalam manual perkreditan dalam 

pencapaian sasaran 

Menurut Ismail (2014: 121) adapaun unsur-unsur yang harus 

dimiliki suatu pengawasan yang baik adalah sebagai berikut: 
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1) Suatu bagan organisasi yang memungkinkan pemisahan fungsi 

secara tepat. 

2) Sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang 

layak agar tercapai pengawasan akuntansi yang cukup atas 

aktiva, utang, hasil dan biaya. 

3) Praktek yang sehat harus diikuti dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi setiap bagian organisasi. 

4) Pegawai-pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggung 

jawabnya. 

Adapun mnurut Ismail (2014: 121-122) bahwa prinsip-prinsip 

pengawasan sebagai berikut: 

1) Pengawasan harus berorientasi pada tujuan organisasi 

(perusahaan). 

2) Pengawasan harus objektif dan jujur. 

3) Pengawasan harus berorientasi pada peraturan-peraturan yang 

telah ditentukan. 

4) Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna 

pelaksanaan pekerjaan. 

5) Pengawasan harus berdasarkan standar yang objektif, teliti dan 

akurat. 

6) Pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan. 

7) Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik 

terhadap perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan 
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pekerjaan, perencanaan dan kebijakan untuk waktu yang akan 

datang. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

hendaknya berpegang pada tujuan atau sasaran pengawasan kredit, 

unsur-unsur yang harus dimiliki dalam pengawasan dan prinsip-

prinsip pengawasan agar dapat dilaksanakan pengawasan dengan 

baik dan menghindari adanya kredit macet. 

g. Tahap pelunasan kredit  

Pada tahap ini dipastikan pemberian kredit kepada pelanggan telah 

dilakukan berdasarkan analisis kelayakan pemberian kredit. 

Analisis kelayakan pemberian kredit kepada pelanggan pada 

dasarnya adalah memperkirakan kemampuan nasabah dalam 

mengelola usahanya sehingga akan dapat membayar kewajibannya. 

Analisis kelayakan kredit dapat menentukan tingkat kepercayaan 

kepada nasabah dan dapat menghidari kemungkinan terjadinya 

kerugian di masa yang akan datang akibat adanya kredit macet 

serta nasabah pun dapat melakukan pelunasan tepat pada waktunya. 

 

4. Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah 

tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank 

seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya”. Sebelum mengetahui 

tentang implikasi yang timbul bagi bank sebagai akibat dari timbulnya 
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kredit bermasalah, terlebih dahulu harus dijelaskan beberapa pengertian 

mengenai kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat 

Bank Indonesia, adalah sebagai berikut: 

a. Kredit Lancar 

 Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan 

pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Selain itu, 

dapat dikatakan kredit lancar apabila terdapat tunggakan angsuran 

pokok atau bunga namun belum melampaui 3 bulan. 

b. Kredit Kurang Lancar 

 Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok 

pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan 

selama 3 (tiga) bulan dari waktu yang diperjanjikan, namun belum 

melampaui 6 bulan. 

c. Kredit Diragukan 

 Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman 

dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 

(enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. 

d. Kredit Macet 

 Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama lebih dari 1 

(satu) tahun dari jadwal yang telah diperjanjikan. 

Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia, merupakan 

kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), 
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Diragukan (D), dan Macet (M), sedangkan penilaian atau penggolongan 

suatu kredit kedalam tingkat kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada 

kriteria kuantitatif dan kualitatif. kriteria penilaian secara kuantitatif 

didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin 

dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran 

pokok bunga maupun kewajiban lainnya. Penilaian tersebut dapat dilihat 

dari data historis dari masing-masing rekening pinjaman. Kriteria penilaian 

secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi 

keuangan usaha debitur. Dalam menentukan penilaian usaha debitur yang 

dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali pinjaman dari hasil 

usahanya sesuai perjanjian. 

Sesuai dengan ketentuan ketentuan direksi Bank Indonesia No. 

31/147/KEP/DIR tanggal 112 November 1998, yang tercantum dalam 

buku Kuncoro (2012: 463), “Kualitas aktiva produktif (kredit) dinilai 

berdasarkan tiga kriteria yaitu: berdasarkan prospek usaha, kondisi 

keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur dan kemampuan 

membayar”. Dengan tiga kriteria tersebut kualitas kredit digolongkan 

menjadi Lancar (L), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), Macet (M), 

sedangkan penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat 

kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan 

kualitatif. Kriteria penilaian secara kuantitatif didasarkan pada keadaan 

pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan  

bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran pokok. Penilaian tersebut 
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dapat dilihat dari data historis dari masing-masing rekening pinjaman. 

Kriteria penilaian secara kualitatif berdasarkan pada prospek usaha debitur 

dan kondisi keuangan usaha debitur. Dalam menentukan penilaian usaha 

debitur yang dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali 

pinjaman dari hasil usahanya sesuai perjanjian. Sesuai dengan peraturan 

BI, NPL tidak boleh lebih dari 5%. 

 

5. Penyelesaian Kredit Bermasalah 

Setelah realisasi kredit, maka nasabah akan mengembalikan sesuai 

dengan kesepakatan. Kredit yang diberikan tidak selamanya berjalan 

sesuai rencana yang diharapkan. Banyak hal yang dapat terjadi diluar 

kehendak pihak bank maupun debitur, baik karena kelalaian pihak bank 

dalam prosedur dan pengawasan pemberian kredit maupun kelalaian pihak 

debitur. Menurut Kasmir (2014:109-110) bahwa “ Penunggakan pembayaran 

pokok kredit dan bunga kredit dapat terjadi karena dari pihak nasabah dan 

dari pihak perbankan.” 

a. Dari pihak nasabah 

1) Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk 

tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga 

kredit yang macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan 

untuk membayar. 

2) Adanya unsur tidak sengaja, si nasabah mau membayar, tetapi tidak 

mampu. 
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b. Dari pihak perbankan 

Kelalaian karyawan bagian kredit dalam pemberian kredit kepada debitur 

dapat menyebabkan masalah pengembalian kredit dikemudian hari. 

Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa 

yang akan terjadi tidak dapat diperkirakan. Selain itu, kredit macet juga 

dapat diakibatkan karena adanya kolusi antara pihak analisis kredit 

dengan pihak debitur sehingga analisis dilakukan secara subjektif. 

Pengelolaan kredit yang dikelompokkan sebagai kredit macet tidak 

mudah, sebab penanganan kredit macet sangat berbeda dengan proses 

analisis dan pemberian kredit kepada nasabah. Dalam menangani kredit 

bermasalah diperlukan kemampuan dan perhatian yang lebih, ketelitian 

dan perhatian yang bersifat khusus. Fungsi pengelolaan kredit macet 

hampir sama pentingnya dengan fungsi-fungsi lain yang ada dalam 

aktivitas perbankan. Jika suatu kredit yang bermasalah tidak dikelola 

dengan baik, pengaruhnya akan cukup besar terhadap tingkat profit atau 

laba yang akan diperoleh serta akan menimbulkan kerugian bank akibat 

beban biaya yang ada. Selain itu, pengelolaan kredit macet harus 

dilakukan sebaik mungkin karena reputasi atau nama baik sebuah bank 

sering dikaitkan dengan tingkat atau besarnya jumlah kredit yang sedang 

bermasalah. Hal ini secara tidaklangsung akan mempengaruhi kepercayaan 

masyarakat umum ataupun kalangan perbankan sendiri terhadap bank 

tersebut yang juga akan mempengaruhi aktivitas usaha secara keseluruhan.  



41 

Menurut Kasmir (2014: 108-109) berikut ini adalah langkah-langkah 

yang dilakukan dalam prosedur penanganan kredit macet antara lain : 

a. Pengumpulan Informasi 

Beberapa informasi dasar yang diperlukan dalam pengelolaan kredit 

bermasalah adalah informasi-informasi mengenai: 

1) Hubungan antara bank dan debitur, dengan mempelajari hubungan 

debitur selama ini dengan bank kita bisa memperoleh pandangan 

tentang potensi debitur bersangkutan untuk diajak bekerja sama 

guna mencari jalan penyelesaian atas kredit yang sedang 

bermasalah. 

2) Potensi manajemen, gambaran mengenai potensi dan kemampuan 

manajemen debitur di masa mendatang/masa depan dapat diperoleh 

dengan melihat perkembangan usahanya serta kebijakan-kebijakan 

yang dilakukan debitur selama ini dalam mengelola usahanya. 

3) Kekuatan dan kelemahan bank dari segi hukum, dengan melakukan 

tinjauan ulang terhadap dokumen-dokumen perkreditan debitur, 

kita diharapkan dapat mengetahui kekuatan-kekuatan serta 

kelemahan-kelemahan yang ada yang dapat merugikan bank secara 

hukum. 

4) Laporan-laporan keuangan, dengan menganalisis laporan keuangan 

debitur, maka kita akan dapat mengetahui perkembangan keuangan 

debitur dan penyebab utama terjadinya permasalahan.  
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5) Kekuatan-kekuatan yang ada pada debitur, pada kredit bermasalah, 

debitur sering mencari setiap kemungkinan yang bisa 

menguntungkan sehingga dapat menyebabkan bank berada pada 

posisi yang sulit.  

6) Posisi kreditur-kreditur lainnya, posisi kreditur-kreditur lainnya 

terhadap aset perusahaan perlu dipelajari sehingga kalau sewaktu-

waktu diperlukan tindakan penjualan aset untuk penyelesaian 

pinjaman debitur, bank tidak akan menemui kesulitan.  

b. Analisis Permasalahan 

Apabila semua informasi yang diperlukan sudah dikumpulkan, 

sebelum suatu rencana optimal disusun, beberapa permasalahan pokok 

sudah harus diketahui. Kemudian pertimbangan harus dibuat 

mengenai dapat atau tidaknya permasalahan tersebut diselesaikan 

dengan tanpa melakukan aksi hukum yang dapat merusak hubungan 

dengan debitur. Aksi hukum dilakukan jika dari hasil analisis 

diketahui bahwa penyebab permasalahan karena adanya faktor 

kecurangan dan tidak kooperatif oleh debitur atau kemungkinan 

penyelesaian dari hasil usahanya tidak dapat diharapkan. Menurut 

Kasmir (2014: 109) hal penting yang perlu terjawab dalam analisis 

sehingga bisa diketahui apakah hubungan (relationship) dengan 

debitur bisa dilanjutkan atau tidak adalah berdasarkan: 

1) Potensi kecakapan manajemen. 

2) Prospek kelangsungan hidup usaha debitur. 
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3) Jumlah serta kualitas faktor produksi yang tersedia. 

4) Strategi yang akan dilakukan debitur untuk menyelesaikan 

masalah. 

c. Penyelesaian Kredit Macet 

Dalam praktek perbankan, proses perencanaan untuk mengatasi kredit 

bermasalah sering diistilahkan dengan game plan atau suatu rencana 

strategi yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan bank dengan 

debitur. Menurut Kasmir (2014: 110-111) dalam game plan terdapat 

beberapa tahapan, yaitu: 

1) Workout 

Workout adalah upaya penyelamatan aktivitas usaha debitur yang 

dilakukan dengan cara-cara antara lain: 

a)   Rescheduling 

(1) Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini si 

nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka 

waktu kredit 

(2) Memperpanjang jangka waktu angsuran. 

b) Reconditioning 

(1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok 

(2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. 

(3) Penurunan suku bunga. 

(4) Pembebasan bunga. 

c) Restructuring 
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(1) Dengan menambah jumlah kredit. 

(2) Dengan menambah equity, yaitu dengan penyetoran uang 

tunai atau dengan tambahan dari pemilik. 

d) Kombinasi 

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas. 

2) Collateral liquidation (pencairan jaminan) 

Dalam hal ini, bank sebagai kreditur memaksa untuk 

dilakukannya penjualan jaminan yang telah diserahkan debitur 

pada bank untuk penyelesaian kredit yang bermasalah. 

3) Melakukan tuntutan hukum atau mengajukan pailit melalui 

lembaga peradilan. Cara ini biasanya dilakukan sebagai upaya 

terakhir jika upaya pertama dan kedua yang disebutkan diatas 

belum mencapai hasil yang maksimal bagi bank. Hal ini jarang 

dilakukan karena membutuhkan biaya dan waktu yang cukup 

lama, sedangkan hasilnya belum dapat dirama 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah pernah 

dilakukan oleh peneliti lain atau peneliti sebelumnya yang ada keterkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini, antara lain: 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode Hasil Penelitian 
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1 Ronald 

Salmon  

(2006)  

Analisis 

prosedur 

perencanaan 

dan 

pengawasan 

pemberian 

kredit pada 

PERUM 

Pegadaian 

Kanwil Medan  

 

Analisis 

Deskriptif 

Prosedur pemberian 

dan pengawasan 

kredit serta 

pedoman operasi 

yang ditetapkan 

sudah dilaksanakan 

dengan baikdengan 

ketentuan agunan 

untuk barang 

gudang (kendaraan 

dan barang rumah 

tangga)70%-80%, 

untuk barang 

kantong (emas) 

80%-90%  

2 Indri 

(2010) 

Analisis 

Pengawasan 

Pemberian 

Kredit Modal 

Kerja pada PT 

Bank Rakyat 

Indonesia Unit 

Berastagi  

Analisis 

Deskriptif 

Keseluruhan 

kegiatan 

pengawasan kredit 

sudah sesuai dengan 

peraturan dan 

kebijakan yang 

ditetapkan oleh 

kantor pusat. 

3 Christa 

(2014) 

Analisis 

Pengawasan 

Pemberian 

Kredit Modal 

Kerja pada PT 

Bank Rakyat 

Indonesia Unit 

Belawan 

Analisis 

Deskriptif 

Keseluruhan 

kegiatan 

pengawasan kredit 

sudah sesuai dengan 

peraturan dan 

kebijakan yang 

ditetapkan oleh 

kantor pusat. 

4 Maya 

(2017) 

Analisis 

Pengawasan 

Pemberian 

Kredit Modal 

Kerja Sebagai 

Upaya 

Mengantisipasi 

Terjadinya 

Kredit 

bermasalah 

Analisis 

Deskriptif 

Pengawasan kredit 

yang dilakukan 

BTN sudah cukup 

baik namun 

pengawasan harus 

lebih ditekankan 

untuk mencapai 

angka npl 0% 
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pada PT BTN 

kantor Cabang 

Kediri 

5 Husein 

(2018) 

Analisa Sistem 

Pemberian 

Kredit serta 

Pengawasan 

Kredit PT BNI 

Syariah 

Cabang Medan 

Analisis 

Deskriptif 

Pengawasan 

pemberian kredit 

yang dilakukan BNI 

sudah baik dengan 

angka NPL masih 

<5% 

6 Riki 

Thomas 

(2018) 

Analisis 

Sistem 

Penyaluran 

Kredit 

Serbaguna 

Mikro (KSM) 

pada Bank 

Mandiri KCP 

Pasar Medan 

Melati 

Analisis 

Deskriptif 

Penyaluran Kredit 

Serbaguna Mikro 

(KSM) pada Bank 

Mandiri KCP Pasar 

Medan Melati 

menetapkan kriteria-

kriteria tertentu dan 

sangat mudah  

 

C. Kerangka Berpikir 

Dalam pelaksanaannya, kredit yang paling banyak diajukan oleh debitur 

di Bank Mandiri Cabang USU adalah Kredit Serbaguna Mikro (KSM) . 

Sebelum memutuskan pemberian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) kepada 

debitur, diperlukan prosedur serta penganalisaan nasabah yang tepat agar 

pengembalian kredit dapat berjalan lancar. Pengawasan pemberian kredit 

dilakukan dalam proses prosedur pemberian kredit itu terjadi yakni , mulai 

dari proses permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit. Pengawasan 

kredit juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengembalian kredit. 

Hal ini bertujuan untuk mencegah ataupun mengantisipasi terjadinya kredit 
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bermasalah. Dalam penelitian ini, adapun kerangka berpikir digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian merupakan aktivitas keilmuan yang dilakukan karena ada 

kegunaan yang ingin dicapai, baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Fungsi dari 

penelitian ini adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap 

permasalahan serta memberikan alternatif  bagi kemungkinan yang dapat 

digunakan untuk pemecahan masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan 

dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang 

terjadi. Dalam penelitian ini akan lebih ditekankan adalah pada usaha 

menjawab pertanyaan penelitian melalui cara- cara berfikir formal dan 

argumentatif. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Mandiri 

(Persero), Tbk Cabang USU yang beralamat di Jalan Dr Mansyur No 

82, Merdeka Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara 20153. 

2. Waktu Penelitian: Penelitian ini  dilakukan mulai dari Maret 2018 

sampai dengan selesai, dengan format sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Jadwal Penelitian Tahun 2018-2019 

No Jenis Kegiatan 

2018 2019 

Apr-

Mei 

Jun- 

Des 

Jan-

Feb 
Mar Apr 

Mei-

juni 
Juli Ags 

Sept-

Okt 

Nov 

1 Pengajuan Judul           

2 
Penyusunan 

Proposal 
        

  

3 
Perbaikan 

Proposal 
        

  

4 ACC Proposal           

5 

 

Seminar 

Proposal 
        

  

6 Riset           

7 
Penyusunan 

Data 
        

  

8 Analisis Data           

9 
Bimbingan 

Skripsi 
        

  

10 
Sidang Meja 

Hijau 
        

  

Sumber: Diolah Oleh Penulis 2018  

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder . Menurut Sanusi (2011:104) data primer adalah data 

yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan 

data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh 

orang lain, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut 

kebutuhannya. 

2. Sumber Data 
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Sumber data berasal dari data perusahaan yang terdiri dari : 

a. Gambaran Umum Alur Proses Pemberian Kredit Serbaguna Mikro 

b. Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang USU 

c. Laporan Kolektebilitas KSM PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk 

Cabang USU dari Tahun 2012 – 2016 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang sistematis dan 

objektif untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan 

yang bersifat lisan maupun tulisan. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi 

 Pengamatan secara langsung yang dilakukan kepada objek yang diteliti 

sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang 

dihadapi 

2. Metode Wawancara 

 Metode wawancara yaitu yang digunakan untuk bertatap muka, 

bercakap- cakap dan memberikan keterangan. Pada penelitian ini, 

wawancara dilakukan untuk mengambil data atau mendapatkan 

informasi tentang pengawasan pemberian kredit pada Bank Mandiri 

(Persero), Tbk Cabang USU yang kaitannya dengan upaya untuk 

mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah serta mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan.  
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3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

dokumenter. Data dokumenter ini berupa profil perusahaan, struktur 

orgnanisasi, dan job description serta dokumen pendukung lainnya. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Sumanto (2014: 115) bahwa “ Metode deskriptif merupakan 

suatu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaima 

adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum.” 

Teknik analisis data yang dilakukan pada penilitian ini adalah menganalisis 

hasil wawancara kepada seluruh pegawai bagian Kredit Serbaguna Mikro 

pada Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang USU mengenai prosedur 

pemberian KSM serta pengawasannya untuk mengangtisipasi terjadinya 

kredit bermasalah meliputi: 

1. Memaparkan tugas dan tanggungjawab para pegawai yang berhubungan 

pada prosedur pemberian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) di PT. Bank 

Mandiri (Persero), Tbk Cabang USU. 

2. Menganalisis alur proses prosedur pemberian Kredit Serbaguna Mikro 

(KSM) di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang USU. 
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3. Menganalisis pengawasan yg dilakukan oleh para pegawai pada 

prosedur pemberian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) di PT. Bank 

Mandiri (Persero), Tbk Cabang USU. 

4. Membuat kesimpulan apakah prosedur dan pengawasan pemberian 

Kredit Serbaguna Mikro (KSM) sudah dilaksanakan dengan baik oleh 

setiap pegawai. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang selanjutnya disebut Bank 

Mandiri didirikan di Negara Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 

1998 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.75 tahun 1998 tanggal 1 

Oktober 1998. Akta pendirian telah disahkan oleh menteri kehakiman 

berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561HT.01.Th98 tanggal 2 

Oktober 1998, serta diumumkan pada tambahan No. 6859 dalam berita 

Negara Republik Indonesia No.97 tanggal 4 Desember 1998. Pada bulan 

Juli 1999 Bank Mandiri didirikan melalui pengalihan hampir seluruh 

Saham Pemerintah Republik Indonesia yaitu PT. Bank Bumi Daya 

(Persero), PT. Bank Dagang Negara (Persero), PT. Bank Expor Impor 

Indonesia (Persero), dan PT. Bank Pembangunan Indonesia dan Setoran 

Tunai Pemerintah. 

Bank Dagang Negara (BDN) merupakan salah satu bank tertua di 

Indonesia. Sebelumnya BDN dikenal sebagai Nederlandsch Indische 

Escompto Maaatschappij yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 

1957. Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi Escomptobank NV. 

Selanjutnya pada tahun 1960 Escomptobank di nasionalisasi dan berubah 
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nama menjadi BDN, sebuah bank pemerintah yang membiayai sektor 

industri dan pertambangan.  

Bank Bumi Daya (BBD) didirikan melalui suatu proses panjang 

yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda, De Nationale 

Handlesbank NV, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. pada 

tahun 1964 Chartered Bank (sebelumnya adalah bank milik inggris) juga 

dinasionalisasi, dan Bank Umum negara diberi hak untuk melanjutkan 

operasi bank tersebut. Pada tahun 1965, Bank Umum Negara digabungkan 

kedalam Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi 

Daya. 

Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari 

perusahaan dagang Belanda NV, Nederlanche Handels Maatshappij 

yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegitannya di 

sektor perbankan pada tahun 1870. Pemrintah Indonesia 

menasionalkan perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada 

tahun 1965 perusahaan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia 

menjadi Bank Negara Indonesia unit II dipecah menjadi dua unit, salah 

satunya adalaha Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Expor-Impor, 

yang akhirnya menjadi Bank Exim, Bank Pemerintah yang membiayai 

kegiatan ekspor dan impor. 

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank 

Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada 

tahun 1951. Misi BIN adalah mendukung pengembangan sektor-sektor 
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ekonomi tertentu, khusunya perkebunan, industry, dan pertambangan. 

Bapindo dibentu sebagai bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN 

kemudian digabung dengan Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo 

ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui 

pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor 

manufaktur, transportasi dan pariwisata. 

Adapun tahap – tahap sejarah perkembangan yang terkenal pada 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut : 

a. Konsolidasi & Integrasi 

Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di 

segala bidang, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi 

bank yang solid dan mengimplementasikan core banking system 

baru yang terintegrasi menggantikan core banking system dari 

keempat bank legacy sebelumnya yang saling terpisah. Sejak 

didirikan, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan 

terlihat dari laba yang terus meningkat dari Rp1,18 triliun di tahun 

2000 hingga mencapai Rp5,3 triliun di tahun 2004. Bank Mandiri 

melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 sebesar 

20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham. 

b. Program Transformmasi Tahap I (2005-2009) 

Tahun 2005 menjadi titik balik bagi Bank Mandiri, dimana Bank 

Mandiri memutuskan untuk menjadi bank yang unggul di regional 

(regional champion bank), yang diwujudkan dalam program 
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transformasi yang dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi utama, 

yaitu: 

1) Implementasi budaya 

Dilakukan dengan restrukturisasi organisasi berbasis kinerja, 

penataan ulang sistem penilaian berbasis kinerja, 

pengembangan leadership dan talent serta penyesuaian 

sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis. 

2) Pengendalian Tingkat NPL Secara Progresif 

Bank Mandiri fokus pada penanganan kredit macet dan 

memperkuat sistem manajemen risiko. Pertumbuhan pasar 

melalui strategi dan value preposition yang distinctive untuk 

masing-masing segmen. 

3) Meningkatkan Pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata 

Pertumbuhan pasar melalui strategi dan value preposition 

yang distinctive untuk masing-masing segmen. 

4) Pengembangan dan Pengelolaan Program Aliansi 

Antar Direktorat atau Business Unit dalam rangka 

optimalisasi layanan kepada nasabah, serta untuk lebih 

menggali potensi bisnis nasabah-nasabah eksisting maupun 

value chain dari nasabah-nasabah dimaksud. 

c. Program Transformasi Lanjutan (2010-2014) 

Proses transformasi yang telah dijalankan sejak tahun 2005 

hingga tahun 2010 ini secara konsisten berhasil meningkatkan 
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kinerja Bank Mandiri. Hal ini tercermin dari peningkatan berbagai 

parameter financial. Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan 

transformasi budaya dengan merumuskan kembali nilai-nilai 

budaya untuk menjadi pedoman pegawai dalam berperilaku, yaitu 

5 (lima) nilai budaya perusahaan yang disebut “TIPCE” yang 

dijabarkan menjadi: Kepercayaan (Trust) , Integritas (Integrity) , 

Profesionalisme (Professionalism) ,Fokus Pada Pelanggan 

(Customer Focus), dan Kesempurnaan (Excellence). 

Untuk dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya, 

Bank Mandiri melaksanakan transformasi lanjutan tahun 2010-2014, 

yaitu dengan melakukan revitalisasi visinya untuk “Menjadi Lembaga 

Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif”. 

Dengan visi tersebut, Bank Mandiri mencanangkan untuk mencapai 

milestone keuangan di tahun 2014, yaitu nilai kapitalisasi pasar 

mencapai di atas Rp225 triliun dengan pangsa pasar pendapatan 

mendekati 16%, ROA mencapai kisaran 2,5% dan ROE mendekati 

25%, namun tetap menjaga kualitas aset yang direfleksikan dari rasio 

NPL gross di bawah 4% Pada tahun 2014, Bank Mandiri ditargetkan 

mampu mencapai nilai kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia serta 

masuk dalam jajaran Top 5 Bank di ASEAN. Selanjutnya di tahun 

2020, Bank Mandiri menargetkan untuk dapat masuk dalam jajaran 

Top 3 di ASEAN dalam hal nilai kapitalisasi pasar dan menjadi 

pemain utama di regional. Untuk mewujudkan visi tersebut, 
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transformasi bisnis di Bank Mandiri tahun 2010 akan difokuskan pada 

3 (tiga) area bisnis yaitu: 

a. Wholesale transaction 

 

Memperkuat leadership dengan menawarkan solusi transaksi 

keuangan yang komprehensif dan membangun hubungan yang 

holistik melayani institusi corporate & commercial di Indonesia. 

b. Retail deposit & payment 

 

Menjadi bank pilihan nasabah di bidang retail deposit dengan 

menyediakan pengalaman perbankan yang unik dan unggul bagi para 

nasabahnya. 

c. Retail Financing 

  

Meraih posisi terdepan dalam segmen pembiayaan ritel, terutama 

untuk memenangkan persaingan di bisnis kredit perumahan, 

personal loan, dan kartu kredit serta menjadi salah satu pemain 

utama di micro banking. 

Indikator keberhasilan transformasi lanjutan 2010-2014 

ditunjukkan dengan pencapaian nilai kapitalisasi saham yang mencapai 

Rp254 triliun, Return on Asset mencapai 3,39%, dan Non Performing 

Loan sebesar 2,17%. Bank Mandiri telah berhasil mempertahankan 

predikat sebagai “the best bank in service excellence” selama 7 (tujuh) 

tahun berturut-turut dari Marketing Research Indonesia (MRI), dan 

mempertahankan predikat sebagai “Perusahaan Sangat Terpercaya” 

selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut dari Indonesian Institute for 
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Corporate Governance (IICG). 

Pada saat ini, Bank Mandiri semakin berkembang terus menerus 

setiap tahunnya bahkan menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa 

perbankan dan keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 

140 tahun, masing-masing dari empat bank bergabung memainkan 

peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. 

 

2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab yang terencana akan 

menentukan keberhasilan organisasi, baik tujuan jangka pendek maupun 

tujuan jangka panjang. Hal tersebut harus dinyatakan dengan jelas agar 

operasional perusahaan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan dan 

para anggota juga dapat mengetahui secara jelas posisi dan kedudukan 

serta tanggung jawab yang harus dijalankannya dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi. Adapun struktur 

organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang  USU Medan sebagai 

berikut : 

 

 

 

Sumber : Bank Mandiri Cabang USU Medan 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang  USU Medan 

MKA 

MMM 

CSR TELLER MKS MKS MKS 
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Adapun tugas dan tanggung jawab pada masing-masing jabatan dalam 

struktur organisasi sebagai berikut : 

a. MMM (Micro Mandiri Manager) 

Seorang MMM (Micro Mandiri Manager) merupakan kepala unit 

kerja Kredit Serbaguna Mikro pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

yang bertugas dan Officer yang diusulkan adalah 2 (dua) orang yang 

menjabat serta memiliki tanggung jawab sebagai berikut : 

1) Memberikan kebijakan atas kurs transaksi kepada nasabah tertentu 

sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh kantor pusat. 

2) Bertanggung jawab atas ; 

a) Implemantasi strategi dan pencapaian target dana serta bisnis 

produk kredit konsumtif dan produktif segmen mikro. 

b) Peningkatan market share kredit mikro dan dana. 

c) Peningkatan profittabilitas dengan sasaran contribution 

margin. 

d) Kualitas kredit 

e) Peningkatan kepuasan nasabah dengan kualitas layanan 

terbaik. 

3) Menerapkan Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh unit 

dibawahnya. 

4) Memastikan fungsi Internal Control telah dijalankan diseluruh unit 

kerja. 
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5) Menggali potensi bisnis di area kerjanya untuk meningkatkan 

portofolio kredit Mikro dan dana. 

6) Melakukan pengembangan dan peningkatan produktivitas pegawai 

termasuk peningkatan kompetensi dan product knowledge pegawai 

dibawah supervisinya. 

7) Melakukan review dan menetapkann ukuran kinerja seluruh 

pegawai dibawah supervisi langsung. 

8) Melakukan verifikasi dan analisa awal atas kelengkapan 

persyaratan dokumen dan kelayakan aplikasi kredit yang diajukan 

serta menandatangani aplikasi yang berfungsi sebagai perjanjuan 

kredit meneruskan ke tahapan proses selanjutnya. 

9) Mengusulkan rencana pengembangan jaringan cabang berupa cash 

outlet atas dasar studi kelayakan. 

10)  Mewakili Bank Mandiri dalam berhubungan dengan pihak ketiga. 

11)  Mengusulkan kepada Direksi dalam hal penerimaan, 

pengangkatan, penempatan, pemberian penghargaan / hukuman, 

pemberhentian pegawai sesuai pedoman, surat edaran dan 

ketentuan lainnya yang berlaku. 

12)  Memutuskan kebijaksanaan terhadap SDM untuk mencapai tujuan 

organisasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

13)  Mendayagunakan  seluruh  Aset  Spoke untuk tercapainya target 

yang telah ditentukan. 
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14)  Menandatangani/mengesahkan nota jurnal atau pembukuan 

lainnya yang berhubungan dengan transaksi di Spoke. 

15)  Menindaklanjuti hasil audit dari auditor intern / ekstern. 

16)  Terlaksananya Service Standard sesuai standar yang telah 

ditentukan Bank Mandiri.. 

17)  Tercapainya kegiatan funding dan pemasaran jasa perbankan. 

18)  Mengusulkan officer atau pejabat di Spoke sebagai pengganti 

apabila Spoke Manager berhalangan / cuti dengan wewenang dan 

tanggung jawab yang terbatas atau penuh sebagai Spoke Manager 

pejabat / Officer yang diusulkan adalah 2 (dua) orang yang 

menjabat secara kolektif. 

19)  Pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pendayagunaan 

sarana organisasi secara efisien dan efektif. 

20)  Keamanan dan keutuhan Asset Spoke. 

21)  Terlaksananya kontinuitas kerja dan operasi Spoke. 

22)  Kerahasiaan password. 

b. CSR (Customer Service Representative) 

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang CSR adalah sebagai berikut : 

1) Menerima permohonan pembukaan dan penutupan rekening Tabungan, 

Deposito, Giro Mandiri, ATM Mandiri, serta jasa-jasa Bank Mandiri 

lainnya. 

2) Memberikan informasi dan penjelasan kepada nasabah sesuai dengan 

kewenangan dan ketentuan yang berlaku. 
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3) Meneruskan permohonan nasabah ke CSO. 

4) Kebenaran membuat dan memasukkan data ke dalam komputer. 

5) Menjaga kerahasiaan password milik sendiri dan tidak melakukan 

sharing 

6) password dengan pegawai lainnya. 

7) Menjaga nama baik dan reputasi Bank Mandiri. 

8) Mengadministrasikan dan mengelola surat-surat berharga dengan baik dan 

sesuai ketentuan. 

9) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh CSO. 

10) Melakukan hubungan baik dengan Bills Processing Center dan Kantor 

Pusat. 

11) Terlaksananya layanan prima dan advis bidang trade finance and services 

kepada nasabah. 

12) Dilakukannya proses dokumen ekspor dan impor nasabah sesuai standar 

prosedur dan kualitas yang telah ditetapkan. 

c. MKA (Mikro Kredit Analis) 

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang MKA adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan kredit. 

2) Melakukan proses analisa secara akurat atas dasar data dan dokumen yang 

disampaikan oleh calon debitur sesuai ketentuan yang berlaku. 

3) Melakukan verifikasi dan analisa awal atas kelegkapan pesyaratan 

dokumen dan kelayakan aplikasi kredit yang diajukan dan meneruskan ke 

tahapan proses selanjutnya 
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4) Mengadministrasikan dokumen kredit. 

5) Memberikan rekomendasi/usulan keputusan kredit kepada MMM. 

6) Melakukan verifikasi nasabah / dokumen / agunan bila diperlukan atas 

perintah Cluster Manager. 

7) Melakukan compliance review kelengkapan dokumen legal sebelum 

melakukan input aplikasi kredit. 

8) Melakukan monitoring pembayaran angsuran kredit dan mencetak daftar 

nasabah yang jatuh tempo. 

d. Teller 

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang Teller adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat kepada nasabah sesuai 

“Standar Pelayanan Teller”. 

2) Memproses transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan batas 

kewenangannya. 

3) Meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai / bank notes dan warkat 

berharga. 

4) Meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi. 

5) Meyakini kebenaran pembukuan dan validasi. 

6) Memberikan informasi kepada nasabah. 

7) Menjamin kerahasiaan password milik sendiri dan tidak melakukan 

sharing password dengan pegawai lainnya. 

8) Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban pemakaian terminal 

komputer. 
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9) Menjaga kerapihan dan kebersihan Counter Teller 

10) Menjamin keamanan Box Teller dan kewenangan memegang kunci box. 

11) Melaksanakan transaksi pembayaran tunai dan non tunai, termasuk 

warkat- warkat sesuai batas wewenangnya. 

12) Melakukan verifikasi dan menandatangani warkat transaksi. 

13) Melaksanakan pengambilan dan pengantaran uang ke Cabang. 

e. MKS (Mikro Kredit Sales) 

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang MKS adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan aktivitas sales dan menjelaskan produk, biaya serta program 

guna meyakinkan calon nasabah untuk melakukan apppointment dan 

mengajukan aplikasi dalam rangka pencapaian target yang telah 

ditetapkan. 

2) Melakukan relationship baik dengan nasabah maupun dengan pic 

perusahaan/bendahara dalam rangka pencapaian target dan menjaga 

kualitas. 

3) Melakukan investigasi dan memeriksa valiitas, kebenaran dan pemenuhan 

persyaratan dari aplikasi dan dokumen yang diserahkan guna memastikan 

kelayakan aplikasi dan dokumen pendukung tersebut. 

4) Melakukan dan menjaga ketepatan waktu dalam mengumpulkan dokumen 

yang diperlukan setelah aplikasi guna memenuhi SLA yang telah 

ditetapkan. 
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5) Membuat laporan yang akurat, tepat, informatif dan dapat diyakini 

kebenarannya baik secara rutin maupun ad hoc untuk dilaporkan kepada 

atasan langsung. 

Dapat disimpulkan bahwa di Bank Mandiri  Cabang USU terdiri dari Kepala 

Unit (MMM), MKA , MKS , Teller dan CSR. Namun jika dibandingkan 

dengan di pusat proses kredit serbaguna mikro (RCC KSM), tugas dan 

tanggung jawab seorang kepala unit dan seorang MKA dapat dikerjakan oleh 

beberapa pegawai dengan lebih spesifik. Adapun struktur organisasi dalam 

proses penyaluran KSM di pusat proses kredit serbaguna mikro (RCC KSM) 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Petunjuk Teknis Operasional KSM (2019) 

 

Gambar 4.2 
Struktur Organisasi Pada Pusat Proses KSM (RCC KSM) 
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3. Prosedur Pemberian Kredit Serbaguna Mikro 

Proses pemberian kredit wajib menggunakan Loan Origination 

System (LOS). Dimana Loan Origination System (LOS) adalah sistem 

yang dikembangkan secara khusus untuk mendukung pemrosesan 

aplikasi kredit yang dibutuhkan oleh bank. Teknologi yang dimanfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhan ini adalah teknologi electronic workflow, 

yang dimanfaatkan dalam kaitannya dengan proses monitoring dan 

pengendalian berbagai macam langkah kerja, termasuk didalamnya 

penggunaan teknologi digital imaging, untuk mengurangi delay dan 

inefisiensi yang terjadi akibat alur kerja yang masih berbasis kertas 

(paper-based workflow). Adapun proses dan langkah-langkah prosedur 

pemberian kredit KSM adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Memorandum Prosedur KSM (2019) 

Gambar 4.3 
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a. Initiation (inisiasi) 

Inisiasi merupakan tahap awal dimana Mikro Kredit Sales (MKS) 

akan  mencari nasabah atau calon debitur yang layak untuk dibiayai 

kredit mikro dan melakukan pemasaran kredit secara proaktif, baik 

melalui  kunjungan langsung  kepada  calon debitur maupun 

melalui sarana pemasaran lainnya termasuk melakukan retaining 

nasabah yang akan menyelesaikan kreditnya. Dana untuk tujuan 

konsumtif atau Kredit Serbaguna Mikro (KSM), MKS akan 

melakukan prakualifikasi terhadap calon debitur dan usahanya 

berdasarkan persyaratan kredit segmen mikro, apabila calon debitur 

tidak memenuhi kualifikasi maka permohonan dapat langsung 

ditolak. Apabila calon debitur telah memenuhi kualifikasi maka 

Mikro Kredit Sales (MKS) meminta calon debitur untuk 

melengkapi persyaratan yang telah  ditentukan. Untuk Kredit 

Serbaguna Mikro (KSM) persyaratan yang harus dipenuhi adalah 

sebagai berikut: 

1) Fotocopy KTP suami/istri 

2) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) serta surat nikah/cerai (bagi 

yang sudah menikah/cerai) 

3) WNI (Warga Negara Indonesia) 

4) Berpenghasilan tetap atau memiliki profesi tetap 

5) Usia minimal 21 tahun 
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6) Telah diangkat menjadi pegawai tetap minimal 1 tahun 

7) Tidak masuk daftar hitam dan tidak memiliki pinjaman yang 

menunggak 

/ tidak lancar  sesuai data slik ojk 

8) Penghasilan per bulan diatas UMR 

9) Fotocopy kartu JAMSOSTEK atau kartu asuransi yang 

dipersamakan 

Dengannya yang dapat dijadikan sebagai Moral Obligasi (MO) 

10) Fotocopy Surat Keterangan Bekerja/ Surat Keputusan 

Pengangkatan Pegawai dari perusahaan/instansi 

11) Fotocopy slip gaji terakhir 

b. Verification (pemeriksaan) 

Setelah MKS melakukan verifikasi awal untuk meyakini akurasi 

dan kebenaran data serta dokomen yang disampaikan  oleh  calon  

debitur, MKS  akan  melakukan kunjungan  ketempat  Usaha,  

tempat  tinggal  dan tempat agunan yang telah ditetapkan dalam 

persyaratan diatas. Apabila MKS telah memeriksa dan meyakini 

bahwa calon debitur layak untuk dibiayai maka MKS akan 

memberikan /melaporkan pada Mikro Kredit Analis (MKA), dan 

jika calon debitur tidak memenuhi syarat yang telah dipersyaratkan 

maka pengajuan akan ditolak dan MKS akan membuat Surat 

Penolakan Kredit (SPK) diberikan kepada calon debitur tersebut. 

c. Analysis / Scoring (analisis / penilaian) 
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Mikro Kredit Analis (MKA) akan  melakukan  analisa  kredit jika 

pemenuhan dokumen yang telah dipersyaratkan telah lengkap yang 

diberikan  oleh MKS, proses analisa kredit menggunakan LOS 

(Loan Origination System), setelah melakukan analisa kredit MKA 

membuat usulan nota analisa berdasarkan hasil analisa kredit yang 

telah dijalankan untuk di  ajukan kepada MMM meliputi antara 

lain: 

1) persetujuan/penolakan 

2) jenis kredit 

3) limit yang diberikan 

4) jangka waktu, dan bunga 

d. Credit Approval (persetujuan kredit) 

Berdasarakan nota analisa dan hasil scooring yang diajukan oleh 

MKA maka MMM akan mengambil keputusan kredit setelah 

meyakini dan melakukan verifikasi data serta kelayakan usaha 

debitur dan kebenaran data tentang kepegawaiannya. Jika 

permohonan kredit ditolak maka MMM menugaskan MKA 

untuk membuat Surat  Penolakan  Kredit (SPK) yang telah 

ditandatangani oleh MMM dan diserahkan kepada calon debitur 

tersebut, dan jika permohonan/pengajuan kredit disetujui maka 

MMM menugaskan MKA  untuk membuat Surat Penawaran 

Pemberian Kredit (SPPK) dan disampaikan kepada calon debitur. 

e. Legal Documentations (dokumen yang sah) 
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Setelah calon debitur menyetujui dan menandatangani Surat 

Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) maka MKA akan membuat 

perjanjian kredit dan pengikatan agunan. MMM melakukan 

compliance review terhadap pemenuhan dokumen yang 

dipersyaratkan, sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) 

calon debitur diminta untuk melengkapi persyaratan lain, antara 

lain : 

1) Menunjukan dan/atau menyerahkan dokumen asli sesuai 

persyaratan yang diminta. 

2) Membayar biaya-biaya yang dipersyaratkan, misalnya: 

provisi, biaya adminitrasi, premi asuransi. 

f. Disbursement (pencairan) 

Setelah Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh MMM dan 

calon debitur, maka MMM mengirimkan Form Pemenuhan 

Persyaratan Dokumen Kredit kepada Cluster Manager untuk 

dimintakan Compliance Review. Cluster Manager akan melakukan 

aktivasi rekening pinjaman berdasarkan Compliance Review yang 

telah ditandatangani oleh  MMM  dan MKA, setelah proses 

tersebut MMM membuat nota posting pemindah bukuan ke 

rekening tabungan debitur dengan terlebih dulu memastikan bahwa 

rekening pinjaman telah diaktivasi oleh Cluster Manager dan 

proses posting dilakukan oleh cabang. 
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4. Pengawasan Prosedur Pemberian Kredit Serbaguna Mikro 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang  USU Medan melakukan 

pengawasan terhadap pemberian kredit yaitu mulai dari pengawasan 

sebelum kredit diberikan, pengawasan pada waktu proses persetujuan dan 

pengawasan setelah kredit diberikan. Dimana pengawasan pada prosedur 

pemberian kredit KSM menggunakan pengawasan preventive control of 

credit , yaitu suatu usaha pengendalian intern kredit yang dilakukan 

sebelum terjadinya kredit bermasalah. Dimana pengawasan dilakukan 

pada pejabat bank/ MMM pada suatu unit. Adapun pengawasan yang 

dilakukan oleh MMM pada tahapan pemberian fasilitas kredit tersebut 

sebagai berikut : 

a. MMM melakukan kunjungan ke perusahaan yang akan menjadi target 

market penyaluran KSM. 

b. MMM telah melakukan relationship terhadap perusahaan yang akan 

menjadi terget market penyaluran KSM secara tertulis berupa Laporan 

Kunjungan Persusahaan (LKP) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

c. MMM melakukan pemeriksaan dan memastikan aplikasi kredit telah 

lengkap dan benar diisi serta ditandatangani debitur diatas materai. 

d. MMM melakukan konfirmasi ke calon debitur untuk melakukan 

penegecekan pengajuan kredit benar melalui MKS (tidak melalui 

calo). 

e. MMM melakukan investigasi awal terhadap akseptasi penghasilan dan 

kemampuan bayar calon debitur. 
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B. Pembahasan Penelitian 

1. Analisis Prosedur Kredit Terhadap Pemberian Kredit Serbaguna 

Mikro 

Analisis prosedur kredit terhadap suatu permohonan kredit (baik 

permohonan kredit baru, perpanjangan atau Top Up, maupun Take Over 

dari bank lain) layak atau tidak untuk disalurkan kepada debitur. PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk cabang  USU Medan menetapkan prinsip-prinsip 

5C dan 7p dalam menganalisis kredit yang diberikan. Adapun penggunaan 

prinsip-prinsip 5C dan 7p dalam analisis prosedur kredit terhadap 

pemberian KSM yaitu: 

a. Pengajuan Permohonan 

Pada tahap ini digunakan prinsip personality dimana mencari tahu 

tentang data kepribadian calon debitur seperti : 

1) Identitas calon debitur dengan melampirkan KTP ,NPWP, kartu 

keluarga dan surat menikah untuk memastikan debitur merupakan 

WNI (Warga Negara Indonesia), Usia minimal 21 tahun atau sudah 

menikah dan memiliki penghasilan tetap atau memiliki profesi 

tetap. 

2) Tujuan pengajuan kredit oleh calon debitur 

Tujuan pengajuan kredit serbaguna mikro sangatlah beragam yaitu 

sebagai modal usaha, keperluan rumah tangga, membeli tanah, 

membeli/ merenovasi rumah dsb. 
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3) Besarnya limit kredit dan jangka waktu 

Limit kredit dan jangka waktu yang diajukan oleh debitur harus 

sesuai dengan ketentuan fitur produk yang berlaku di Bank Mandiri 

berdasarkan instansi tempat debitur bekerja , Penghasilan debitur 

dan DBR debitur sebagai berikut  : 

Tabel 4.1 Fitur Produk KSM 

Sumber: Memorandum Prosedur KSM (2019) 

Instansi 

Sistem 

Penggajian 

Limit 

Maksimal 

Tenor 

Maksimal 

DBR 

Maksimal 

PNS/TNI/POLRI Payrol 1 Milyar 15 Tahun Income < 5 jt : 60% 

Income >= 5 jt : 70% 

Non Payrol 500 Juta 10 Tahun Income < 5 jt : 40% 

Income >= 5 jt : 50% 

BUMN/Swasta 

Terpilih 

(perusahaan yang 

termasuk daftar  

terpilih) 

Payrol 1 Milyar 15 Tahun Income < 5 jt : 50% 

Income 5 jt-10 jt : 

60% 

Income >= 10 jt : 

70% 

BUMN/BUMD/ 

Swasta Lainnya 

Payrol 500 juta 10 Tahun Income < 5 jt : 40% 

Income >= 5 jt : 50% 

Non Payrol 100 Juta 3 Tahun Income < 5 jt : 35% 

Income >= 5 jt : 40% 
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DBR (Debt Burdened Ratio) merupakan kemapuan calon debitur 

dilakukan verifikasi atas : 

Angsuran maksimal (DBR) telah memperhitungkan angsuran 

kewajiban lainnya jika ada dan termasuk angsuran yang akan 

menjadi kewajiban di bank. 

Contoh perhitungan DBR : 

Gaji penghasilan / bulan  = Rp 5.000.000 

DBR = 50%    = Rp 2.500.000 

Angsuran kewajiban lain  = (Rp 500.000) 

Angsuran maksimal di Mandiri  = Rp 2.000.000 

Angsuran kewajiban lainnya seperti kewajiban calon debitur di 

koperasi perusahaan, di bank lain atau tempat jasa keuangan lainnya. 

Sering sekali calon debitur tidak memberitahukan dengan baik dan 

benar atau bahkan debitur tidak mengakui adanya angsuran pinjaman 

ditempat lain dikarenakan diawal calon debitur sudah menghitung 

limit yang ingin diperolehnya bersama dengan MKS. 

4) Cara calon debitur mengembalikan kreditnya berdasarkan dari 

penghasilannya yaitu secara potong gaji yang masuk kerekening 

debitur (payrol) atau secara potong gaji yang dilakukan oleh 

bendahara instansi (non payrol). Pengembalian kredit secara non 

payrol  memiliki resiko yang tinggi dibandingkan yang payrol. 

Oleh karena itu dibutuhkan hubungan yang kuat dan benar dengan 

pihak instansi yang ditunjuk sebagai bendahara. 
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5) Moral obligasi yang diberikan dalam bentuk Jamsostek /BPJS, 

Surat Keterangan pengangkatan pegawai (SK pegawai), dsb yang 

harus diteliti tidak palsu dan biasanya moral abligasi diikat dengan 

asuransi tertentu.  

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman 

Setelah pengajuan proposal dan berkas-berkas, tahap selanjutnya 

adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon 

kredit. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas-berkas yang 

diajukan lengkap atau tidak lengkap. Dalam penyelidikan berkas, hal-

hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan 

keaslian dari berkas-berkas yang dimiliki oleh pemohon kredit seperti 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Moral Obligasi (MO), surat keterangan 

pengangkatan pegawai dsb. Dalam hal ini, jika si pemohon kredit 

tidak dapat melengkapi berkas-berkas yang asli dan benar secara 

lengkap maka sebaiknya kredit tidak akan diberikan kepada si 

pemohon kredit. Dimana sering ditemukan dokumen yang palsu 

dikarenakan calon debitur ingin memperoleh pinjaman secepatnya 

namun dokumen yang diperlukan sering sekali belum lengkap. 

c. Penilaian Kelayakan Kredit 

Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan 

menggunakan analisis 5C namun untuk kredit yang kebih besar 

jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. 
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Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam kelayakan pemberian suatu 

fasilitas kredit sebagai berikut : 

1) Dari segi character (watak), maka penilaiannya meliputi riwayat 

hidup dan riwayat pinjaman calon debitur yaitu reputasi calon 

debitur di lingkungan perusahaan tempat calon debitur bekerja serta 

riwayat kelancaran pinjaman lainnya yang dimiliki calon debitur 

dengan Bank Mandiri maupun bank-bank lainya. 

2) Dari segi capacity (kemampuan), penilaian ini merupakan penilaian 

kemampuan bayar calon debitur yang meliputi penghasilan calon 

debitur, pendapatan lainnya seperti dari usaha yang  dimiliki dsb. 

Selain itu , riwayat pinjaman yang dimiliki calon debitur pada bank 

lain juga akan memengaruhi kemampuan bayar calon debitur. 

3) Dari segi capital (modal), penilaian ini dilihat dari dari laporan 

keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi dari usaha calon 

debitur. Dimana penilaian ini bagi nasabah yang memiliki usaha. 

4) Dari segi collateral (jaminan), penilaian ini meliputi barang 

jaminan yang diserahkan calon debitur kepada Bank Mandiri 

sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Dalam hal Kredit 

Serbaguna Mikro (KSM), jaminan yang diserahkan ke pada Bank 

Mandiri berupa Moral Obligasi (MO) yaitu merupakan dokumen 

yang tidak dapat diperjualbelikan namun dokumen ini digunakann 

sebagai pengikat si debitur untuk melakukan itikad baik dalam 

membayar pinjaman sampai dengan lunas kepada Bank Mandiri. 
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d. Wawancara Pertama 

Pada tahap ini dilakukan berhadapan langsung kepada calon debitur 

yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan berkas-berkas yang 

dimiliki calon debitur telah sesuai dan lengkap sesuai yang 

dipersyaratan oleh bank. Selain itu , pada tahap wawancara ini juga 

dimaksudkan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan calon 

debitur sebenarnya dalam mengajukan kredit. Adapun pertanyaaan-

pertanyaan yang diajukan dengan cara tidak secara teratur dan rileks 

untuk mendapat informasi yang sebenarnya dari calon debitur. 

e. Peninjauan ke Lokasi (On The Spot) 

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil 

penyelidikan berkas dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan peninjauan ke lapangan yaitu ketempat tinggal calon 

debitur bagi calon debitur non payrol ataupun terhadap nasabah yang 

memiliki usaha. Agar peninjauan ke lokasi ini benar-benar dilakukan 

dan diawasi oleh kepala unit/MMM sehingga dapat diperoleh data 

cadeb yang benar dan dapat di analisa dengan benar menggunakan 

analisis kredit 5C. 

f. Wawancara Kedua 

Dalam tahap ini, hasil peninjauan ke lapangan di cocokkan dengan 

dokumen yang ada dengan hasil wawancara pertama. Wawancara 

kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada 
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kekurangan-kekurangan  pada saaat dilakukan peninjauan ke lokasi 

lapangan. 

g. Keputusan Kredit 

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen , 

keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi 

seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah 

keputusan kredit. Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit 

layak diberikan atau ditolak, jika kredit layak diberikan maka berikut 

beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu 

1) Akad kredit yang ditandatangani 

2) Jumlah uang yang diterima 

3) Jangka waktu kredit 

4) Biaya-biaya yang harus dibayar 

Untuk kredit yang di tolak hendaknya dikirim surat penolakan sesuai 

dengan alasan yang baik dan sopan kepada calon debitur. 

h. Penandatanganan Akad Kredit atau Perjanjian Lainnya 

Tahap ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit. Sebelum kredit 

dicairkan , agar dipastikan calon debitur telah menandatangani akad 

kredit atau form aplikasi sesuai dengan tandatangan calon debitur 

pada KTP. Penandatangan form aplikasi oleh calon debitur harus 

dilakukan secara langsung dihadapan kepala unit /MMM. Namun 

sering sekali  pada praktiknya debitur menandatangani akad kredit 
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atau form aplikasi hanya dihadapan MKA dikarenakan kepala unit 

/MMM sering melakukan OTS ataupun Relationship ke perusahaan.  

i. Realisasi Kredit 

Realisasi kredit diberikan setelah penandatangan form aplikasi dan 

surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan pada 

Bank Mandiri. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat 

dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Dimana pencairan dana 

kredit tergantung dari kesepakatan Bank mandiri dengan calon debitur 

yang didasari oleh analisis kredit 5C dan 7p. Dengan adanya analisis 

kredit 5C dan 7p yang telah dilakukan diharapkan kredit akan berjalan 

lancar dan resiko kredit pun akan menjadi rendah. 

 

2. Analisis Pengawasan Pemberian Kredit Serbaguna Mikro 

Pelaksanaan pengawasan dalam bidang perkreditan secara preventive  

sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian 

dikemudian hari dalam pemberian fasilitas kredit.  Pengawasan pemberian 

KSM  merupakan preventive control of cedit dimana  pengawasan kredit 

yang dilakukan sebelum pencairan kredit yang bertujuan untuk mencegah 

kemungkinan terjadinya penyimpangan penggunaan kredit. Berikut ini 

adalah analisa pengawasan Kredit Serbaguna Mikro :  

a. Relationship dengan Perusahaan 

Relationship dengan perusahaan yaitu kunjungan ke perusahaan 

tempat calon debitur bekerja yang dapat dilakukan oleh pihak pejabat 
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bank seperti MMM bersama staff yang ditunjuk. Kegiatan kunjungan 

ke perusahaan ini dapat dituangkan pada Laporan Kunjungan 

Perusahaan (LKP) yang ditandatangi oleh MMM dan pejabat bank 

yang berwenang. Adapun masa berlaku LKP adalah 3 bulan sejak 

ditandatangani. Selain LKP , juga terdapat bentuk relationship lainnya 

untuk instansi tertentu yang tergolong dalam 

PNS/TNI/POLRI/BUMN/Swasta yang penggajiannya tidak payrol di 

mandiri yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS) kredit antara instansi 

dengan Bank Mandiri. Adapun masa berlaku PKS kredit tersebut 

adalah 3 tahun. PKS ditandatangani oleh para pihak yang memunyai 

kuasa/kewenangan bertindak untuk dan atas nama instansi perusahaan. 

Untuk segmen PNS ditandatangani oleh pihak setingjat Kepala Dinas 

dan atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/minimal Eseslon 3 

atau setingkat Kepala Setingkat Kerja atau Pemegang Kas (untuk 

TNI/POLRI). Untuk Segmen BUMN/BUMD ditandatangani Kepala 

Divi /Kepala Bagian dan untuk segemen Swasta ditandatangani pihak 

yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. Relationship 

dengan perusahaan ini bertujuan untuk memperoleh kontak 

perusahaan yang berwenang seperti bendahara instansi yang dapat 

menjadi jembatan yang baik antara  bank dengan calon debitur. 

Namun pada praktinya Relationship ini dilakukan dengan pihak 

perusahaan yang tidak berwenang terkhususnya LKP pada instansi 

swasta. Relationship dilakukan hanya dengan pihak mandor atau staff 
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administrasinya saja dikarenakan pihak perusahaan yang berwenang 

sering tidak berada ditempat. 

b. Verifikasi dokumen 

Verifikasi dokumen merupakan kegiatan meneliti keabsahan dan 

kelengkapan dokumen-dokumen calon debitur oleh MMM atau 

pejabat  bank yang berwenang. Adapun verifikasi dokumen di 

buktikan dengan stempel dan tanda tangan  MMM atau pejabat  bank 

yang berwenang. 

c. Verifikasi pendapatan 

Verifikasi pendapatan merupakan kegiatan penelitian atas informasi 

yang diberikan kepada calon debitur berkaitan dengan penghasilan 

calon debitur dan pasangan debitur (jika pengajuan ditambah dengan 

pendapatan pasangan) dengan cara kunjungan langung kepada calon 

debitur maupun melalui telepon. Data yang diverifikasi diantaranya 

data gaji calon debitur, tunjangan-tunjangan atau penghasilan lainnya. 

Dalam menverifikasi pendapatan dapat digunakan sistem analis 5C 

dan 7P. Analisis kredit yang paling dalam saat memverifikasi 

pendapatan calon debitur yaitu dari segi capacity (kemampuan). 

Dimana calon debitur sering sekali memiliki penghasilan tambahan 

atau lainnya untuk menambah penghasilan pokok calon debitur yang 

kebenaran dari penghasilan tersebut perlu diverifikasi mendalam oleh 

MKA. 

 



83 

d. Rekomendasi dari pihak perusahaan  

Rekomendasi dari pihak perusahaan dapat dilakukan dengan cara 

kunjungan langung ke perusahaan tempat calon debitur bekerja 

maupun melalui telepon dengan analisis 5C dan dipastikan pihak 

perusahaan yang merekomendasi adalah pejabat yang berwenang atau 

atasan langsung calon debitur. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memastikan calon debitur adalah karyawan/pegawai yang berprilaku 

baik serta direkomendasikan untuk memperoleh fasilitas kredit. Untuk 

mendapatkan rekomendasi yang baik dari pihak perusahaaan, berikut 

beberapa informasi yang perlu diperoleh dari pihak perusahaan : 

1) Status kepegawaian calon debitur tetap atau kontrak 

2) Masa kerja calon debitur sejak pegawai tetap 

3) Jabatan calon debitur 

4) Income calon debitur 

5) Pinjaman koperasi atau pinjaman lainnya calon debitur di 

perusahaan tersebut 

6) Usia pensiun calon debitur 

Pengawasan ini dapat dilakukan untuk mengetahui lebih lagi 

terhadap data calon debitur sudah benar dan sesuai sehingga 

mencegah adanya data yang kurang benar dari pengakuan calon 

debitur itu sendiri. Oleh karena itu, agar dipastikan pihak 

perusahaan yang dikonfirmasi merupakan pihak yang berwenang 

dan bertanggung jawab pada perusahaan tersebut. 
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Kesulitan untuk memperoleh informasi yang benar dari perusahaan 

biasanya disebabkan pihak perusahaan sering tidak dapat/ tidak 

bersedia di konfirmasi dikarenakan sibuk/tidak sedang berada di 

perusahaan, tidak berani untuk memberikan rekomendasi terhadapat 

pegawai yang mengajukan kredit dan tidak mengetahui informasi 

yang dibutuhkan mengenai debitur. 

e. Pemantauan debitur 

Pemantauan debitur dapat dilakukan kunjungan langsung ke calon 

debitur ataupun usaha calon debitur yang dapat di dokumentasikan 

dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). Selain itu 

pemantauan debitur juga dapat dilakukan dengan meneliti mutasi 

rekening tabungan calon debitur dan data pinjaman calon debitur 

dengan menggunakan analisis 5C. Pemantauan debitur dapat 

dilakukan kunjungan langsung ke calon debitur ataupun usaha calon 

debitur agar dilakukan dan diawasi oleh kepala unit/MMM 

dikarenakan pemantauan debitur sering hanya dilakukan oleh MKS 

saja jikalau kepala unit/MMM tidak sedang berada di unit. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kredit yang disalurkan harus benar-benar dilakukan sesuai prosedur yang 

berlaku dan diawasi sebaik-baiknya, sebab kredit merupakan salah satu aset 

terbesar yang dimiliki bank. Menilai resiko yang akan terjadi dalam 

pemberian kredit harus membutuhkan perhatian yang ekstra. Umumnya 

kegagalan dalam pemberian dan pengembalian kredit adalah gagalnya 

menilai resiko yang akan terjadi sebelum pemberian kredit walaupun resiko 

tersebut tidak dapat dihilangkan. Namun, resiko tersebut dapat dikurangi 

seminimal mungkin dengan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan 

dengan baik dan sesuai dengan prosedur. 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya 

yang merupakan analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis pada PT 

Mandiri (Persero) Tbk Cabang USU, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Prosedur pemberian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada PT. Mandiri 

(Persero), Tbk Cabang USU sudah berjalan dengan baik. Namun sering 

kali di tahap pengajuan permohonan terjadinya ketidaksesuaian besarnya 

limit dan jangka watu yang diinginkan oleh calon debitur dengan 

ketentuan yang berlaku. Calon debitur sering sekali tidak pernah 

menginformasikan dengan jujur pinjaman lain yang dimiliki ditempat lain 
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sehingga mengakibatkan kemampuan bayar calon debitur menjadi 

berkurang dan kedepannya akan mengakibatkan keterlambatan dalam 

membayar angsuran. Selain itu, meskipun Kredit Serbaguna Mikro 

merupakan kredit tanpa agunan namun dengan adanya Moral Obligasi 

(MO) debitur yang disimpan oleh bank dan akan dikembalikan pada saat 

kredit lunas sudah cukup untuk menjamin debitur akan memiliki itikad 

baik untuk melunasi pinjamannya serta mencegah debitur untuk 

mengambil pinjaman di tempat atau bank lainnya. Oleh karena itu 

dibutuhkan sekali menggunakan analisis 5C dan 7P yang mendalam 

terhadap setiap tahap proses pemberian kredit untuk mengetahui dengan 

benar profil calon debitur serta kemampuan debitur dalam membayar 

angsuran dikemudian hari untuk mengantisipasi terjadinya kredit 

bermasalah.  

2. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Mandiri (Persero), Tbk 

Cabang USU dalam proses pemberian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) 

suda cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan NPL KSM ditahun 2012-2016 

pada Bank Mandiri USU tidak pernah melewati batas normal NPL yaitu 

selalu di bawah 5%. Berdasarkan pemaparan tugas dan tanggung jawab  

bahwa epala unit/ MMM memiliki peran yang besar dan penting dalam 

mengawasi proses pemberian KSM. Namun pengawasan pada pemberian 

KSM dapat lagi diperketat pada tahap relationship dengan perusahaan 

untuk memperoleh hubungan yang kuat terhadap pejabat yang berwenang 

di tempat perusahaan debitur bekerja. Sehingga dapat diperoleh informasi 
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yang akurat seperti rekomendasi perusahaan terhadap debitur, mengenai 

informasi karyawan yang akan di PHK, pinjaman koperasi yang dimiliki 

para debitur di perusahaan, pemotongan gaji yang dilakukan oleh 

bendahara (bagi pengajuan gaji non payrol) dan informasi debitur lainnya 

untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari. 

B. Saran 

Penerapan pengawasan kredit yang baik mutlak harus dimiliki sebagai upaya 

mencegah dan mengurangi terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, sebagai 

saran dari penulis diharapkan PT Mandiri (Persero) Tbk Cabang USU dapat 

melaksanakan hal-hal berikut ini: 

1. Agar dilakukan program-program yang dapat meningkatkan kecakapan 

dan kedisiplinan karyawan terutama dalam menganalisis kredit lebih lagi 

melalui program pelatihan maupun seminar. 

2. Analisis kredit harus lebih selektif dalam menentukan fasilitas kredit dan 

harus tepat dalam menetapkan jumlah kredit kredit yang akan diberikan, 

jangan sampai limit kredit yang diberikan lebih tinggi ataupun lebih 

rendah dari kebutuhan debitur. 

3. Melakukan relationship diawal dengan perusahaan secara benar dan rutin 

untuk memperoleh dengan baik mengenai informasi-informasi penting 

tentang perusahaan maupun debitur-debitur yang merupakan pegawai pada 

perusahaan tersebut serta pemotongan gaji oleh bendahara (untuk 

pengajuan non payrol) selalu tepat waktu. 
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4. Adanya dilakukan rotasi dan mutasi terhadap MMM untuk menjaga 

objektivitas bank dalam memberikan kreditnya dikarenakan seorang 

MMM memiliki peranan yang penting dan besar dalam mengawasi proses 

pemberian KSM. 

5. Adanya penambahan pegawai untuk beberapa tugas dan tanggung jawab 

yang dapat dikerjakan oleh 2 atau lebih pegawai agar analisis kredit dapat 

dilakukan lebih teliti dan mendalam. 
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LAMPIRAN 

 

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KREDIT SERBAGUNA 

MIKRO (KSM) 

 

STRATEGI AKUISISI CALON DEBITUR 

Akuisisi terhadap Calon Debitur dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 
1. Menginventarisir perusahaan/ instansi baik yang telah menyalurkan maupun 

yang belum menyalurkan payroll di Cabang Bank Mandiri. 

2. Mengklasifikasi perusahaan/ instansi yang akan menjadi target market 
penyaluran Kredit Serbaguna Mikro. 

3. Untuk segmen B2B penyaluran KSM dilakukan dengan pola kerjasama 
(relationship)/ aliansi sebagai berikut: 

a. Melakukan kunjungan/pertemuan dengan kontak person/ PIC dari 
perusahaan/ instansi untuk mengetahui kemungkinan diberikan pembiayaan 
kredit kepada karyawan perusahaan/ instansi tersebut. 

b. Relationship dengan perusahaan/ instansi wajib dilakukan dan dituangkan 

dalam bentuk: 

- Laporan Kunjungan Perusahaan/Instansi, dan 

- Perjanjian Kerja Sama, atau 

- Dokumen payroll 
Adapun detail ketentuan terkait relationship terdapat pada poin II.C. 

Relationship Perusahaan/ Instansi Untuk Pola B2B 

4. Untuk segmen B2C penyaluran KSM dilakukan secara individual dan tidak 
terdapat dokumen relationship kepada perusahaan/ instansi. 

5. Melakukan kegiatan promosi kepada individu atau pegawai perusahaan/ instansi 
yang menjadi target market dengan memberikan brosur, melalui telepon/ 
presentasi, open table, canvassing, senam pagi bersama, sponsorship event 
perusahaan/ instansi atau sarana dan media lainnya. 

6. Melakukan kunjungan/ pertemuan kepada individu atau pegawai perusahaan/ 
instansi dimaksud untuk mengetahui kelayakan penyaluran pembiayaan kredit. 

7. Untuk teknis terkait aktifitas akuisisi KSM oleh sales (termasuk telesales), 
mengacu kepada PTO yang dikeluarkan oleh Distribution Strategy Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Standardisasi Dokumen Relationship KSM  

Jenis 

Dokumen* 
Hal-hal yang wajib diperhatikan dan dipenuhi 

PKS Kredit a. PKS ditandatangani oleh para pihak yang mempunyai 
kuasa/ kewenangan bertindak untuk dan atas nama 
instansi/ perusahaan, sebagai contoh : 

PNS : Setingkat Kepala Dinas dan 
atau Pejabat Penatausahaan 
Keuangan (PPK)/ minimal 
Eselon 3 

TNI/POLRI : Setingkat Kepala Satuan 
Kerja (Ka. Satker) atau 
Pejabat Pemegang Kas 
(Pekas) 

BUMN/ BUMD : Setingkat Kepala 
Non Payroll Divisi/Kepala Bagian 

Swasta Non : Pihak yang berwenang 
Payroll sesuai AD/ ART perusahaan 

b. Kewenangan penandatanganan PKS Kerjasama/ 
Perusahaan Mitra di Region/ Area dilakukan oleh 



 

Jenis 

Dokumen* 
Hal-hal yang wajib diperhatikan dan dipenuhi 

 pejabat yang tercantum pada matriks poin 
II.C.1.a.ii.Perjanjian Kerjasama (PKS) Kredit. Apabila 
pejabat tidak sesuai matriks tersebut maka dapat 
diwakilkan oleh pejabat dengan level setara dan 
dilengkapi dengan surat pemberian kuasa substitusi 
untuk mewakili Bank. Adapun kuasa subtitusi tersebut 
tidak diberikan kepada level jabatan di bawahnya. 

c. PKS Kredit dikirim dalam bentuk soft copy (scan), 

dilengkapi dengan: 
 Soft copy (scan) KTP dari para pihak 

penandatangan 
 Soft copy (scan) SK Pengangkatan/Kewenangan 

pejabat penandatanganan PKS Kredit 

d. Khusus untuk Instansi/Perusahaan SWASTA - Non 
Payroll, penyampaian PKS Kredit wajib dilengkapi 

dengan: 
 Soft copy (scan) dokumen AD/ ART Perusahaan 
 Daftar gaji/penghasilan karyawan (gaji amprah) 

e. Bagi Instansi/ Perusahaan yang diwajibkan untuk 
menggunakan PKS Kredit sesuai dengan tabel poin 
II.C.1.a. Dokumen Relationship, maka wajib 
melakukan Addendum PKS Kredit apabila masa 

berlaku PKS Kredit telah habis 

f. Masa berlaku PKS adalah 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA 
PIHAK dan dapat dihentikan atau addendum atas 

kesepakatan PARA PIHAK apabila terdapat 
perubahan pada perjanjian atau sesuai dengan 
kesepakatan dengan perusahaan/instansi. 

Lembar 

Kunjungan 

Perusahaan 

(LKP) 

a. Menggunakan form standard – LKP (Lampiran 2. 
Format Dokumen Relationship KSM - Lampiran 1.a) 

b. LKP wajib diisi dengan menggunakan komputer 
dengan font size 11 (tidak ditulis tangan/kecuali 

disposisi pemegang kewenangan). 

c. Perhitungan plafond yang diusulkan 
mempertimbangkan potensi bisnis yang terdapat 
pada instansi/ perusahaan (contoh perhitungan 
terlampir). 

d. Masa berlaku LKP adalah 1 (satu) tahun. Apabila 
tanggal expired date LKP dan PKS berbeda maka 
expired yang dilihat adalah yang tercepat/lebih dulu. 

e. Informasi yang disampaikan dalam LKP harus 
memberikan gambaran detail perusahaan dengan 
analisa singkat. 

f. LKP dikirimkan dalam bentuk softcopy (scan) dan 
wajib dilengkapi dengan foto dan keterangan (nama, 

jabatan, lokasi) pada saat OTS . LKP ditandatangani 
oleh pejabat sbb : 
- Micro Banking Manager (MBM/MMM)/ Branch Sales 



 

 

Jenis 

Dokumen* 
Hal-hal yang wajib diperhatikan dan dipenuhi 

 Manager (BSM)/ Branch Sales Supervisor 
(BSSPV)/ Penyelia Unit 

- Branch Manager (BM) 

- Area Head (AH) dan Micro Banking Head (MBH) 

g. Kunjungan perusahaan wajib dilaksanakan dengan 
mekanisme sbb : 
- BM/ MBM/ MMM/Penyelia Unit/ BSM/ BSSPV 

melakukan kunjungan perusahaan dan dituangkan 
dalam dokumen LKP 

- BM / MMM/Penyelia Unit/ BSM/ BSSPV memiliki 
tanggung jawab untuk me-review  dan melakukan 
verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan 
dokumen permohonan pendaftaran, penambahan 
dan perpanjangan Mitra ID. 

- AH dan MBH sebagai pihak yang menyetujui. 
Apabila AH dan MBH berhalangan, maka dapat 
diwakilkan oleh pejabat dengan level setara 
(minimal AH dan MBH) 

h. Dalam hal terjadi akuisisi 1 perusahaan oleh >1 unit/ 
cabang maka mekanisme akuisisi mengacu pada 
poin II.C.2.b.ii. 

Dokumen 

Payroll 

a. Surat Keterangan Payroll Bank Mandiri 

ditandatangani oleh BM/Alt (Contoh: minimal 
BOM/BM Alternate) menyatakan bahwa 
instansi/perusahaan benar menyalurkan payroll 

melalui Bank Mandiri 

b. Surat dilampirkan dalam bentuk soft copy (scan) 

kepada CCA Group, sebagai syarat pembukaan/ 
penambahan/ perpanjangan plafond. 

c. Minimal informasi yang wajib tertuang dalam surat 
keterangan payroll adalah sebagai berikut: 

- Nama Perusahaan/ Instansi 

- Tanggal pembayaran payroll setiap bulan 
- Jumlah rekening payroll per bulan 

- Nominal payroll per bulan 

PKS Payroll Syarat dan ketentuan terkait PKS Payroll mengacu pada 

ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional 
Jasa Lainnya beserta perubahannya yang dikeluarkan 
oleh Consumer Deposit Group atau Group product owner 
payroll. 

*Untuk dokumen relationship wajib diadministrasikan dengan baik dan disimpan di 

Unit/Cabang. Khusus PKS wajib diadministrasikan dengan baik dan disimpan di Area/Cluster 

untuk kemudian dipindahkan ke Credit Operations. 

 



 

Alur Proses Pemberian Kredit 

a. Inisiasi 

i. Perusahaan/ Instansi 

- BM/ MBCM/ MBM/MMM BSM/ BSSPV/ Penyelia Unit menginventarisir 
perusahaan/ instansi baik yang telah menyalurkan maupun yang belum 
menyalurkan payroll di Cabang Bank Mandiri 

- BM/ MBCM/ MBM/MMM/ BSM/ BSSPV/ Penyelia Unit mengklasifikasi 
perusahaan/ instansi yang akan menjadi target market penyaluran Kredit 
Serbaguna Mikro. 

- BM/ MBCM/ MBM/ MMM/BSM/ BSSPV/ Penyelia Unit melakukan 
kunjungan ke perusahaan yang dan bertemu dengan PIC Perusahaan. 

- BM/ MBCM/ MBM/ MMM/ BSM/ BSSPV/ Penyelia Unit menjajaki 
penyaluran KSM untuk pegawai perusahaan dan melakukan relationship 
sesuai dengan poin II.C.1.a. Dokumen Relationship (LKP & PKS) 

- BM/ MBCM/ MBM/ MMM /BSM/ BSSPV/ Penyelia Unit dan MKS/Branch 
Sales Staff/Sales Generalis mulai melakukan akuisisi Calon Debitur. 

ii. Calon Debitur 

- Branch Sales Staff/ MKS/ Sales Generalis mencari calon debitur yang 
layak untuk dibiayai kredit dan melakukan pemasaran kredit secara 
proaktif, baik melalui kunjungan langsung kepada calon debitur maupun 
melalui sarana pemasaran lainnya. 

- Branch Sales Staff/ MKS/ Sales Generalis melakukan pemeriksaan 
terhadap kelengkapan dan validitas dokumen serta data berdasarkan 
persyaratan kredit serbaguna mikro 

- Apabila calon debitur tidak memenuhi persyaratan maka permohonan 
kredit tidak dapat diproses lebih lanjut. 

- Branch Sales Staff/ MKS/ Sales Generalis wajib menjelaskan informasi 
terkait biaya-biaya yang akan timbul (provisi, administrasi, premi asuransi, 
dll), opsi perusahaan asuransi, benefit, dan lain-lain kepada calon debitur. 

- Branch Sales Staff/ MKS/ Sales Generalis memeriksa aplikasi 
permohonan kredit telah diisi lengkap dan benar oleh calon debitur. 

- Branch Sales Staff/ MKS/ Sales Generalis memeriksa seluruh 
persyaratan dokumen kredit telah dipenuhi dan dibubuhi tanda tangan 
calon debitur di atas materai. 

- Apabila terdapat coretan pada aplikasi kredit, Branch Sales Staff/ MKS/ 
Sales Generalis meminta calon debitur untuk membubuhkan tanda 
tangan pada coretan tersebut. 

- Coretan pada aplikasi diperkenankan maksimal 2 kali. 

b. Verifikasi Dokumen  

i. Pengertian 

Merupakan kegiatan meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen (calon) 

debitur oleh BM/ MBM/ MMM/BSM/ BSSPV/ Penyelia Unit. 

ii. Ketentuan Umum 

BM/ MBM/MMM/ BSM/ BSSPV/ Penyelia Unit melakukan Verifikasi 

Dokumen. Untuk aplikasi di tanda tangani oleh Pejabat yang memiliki kuasa 

mewakili Bank Mandiri (BM/ MBM/ MMM/ lainnya). 



 

iii. Prosedur Pelaksanaan 

1) Menerima formulir aplikasi kredit berikut dokumen kredit dari (calon) 

debitur. 

2) Menyusun dan merapikan seluruh dokumen kedalam map masing- 

masing (calon) debitur. 

3) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dengan cara checklist : 

 Formulir Aplikasi Kredit 

- Memeriksa aplikasi kredit sudah diisi dengan lengkap dan benar 

oleh (calon) debitur. 

- Memeriksa aplikasi sudah ditandatangani (calon) debitur atau 

(calon) debitur & pasangan pada kolom aplikasi dan ketentuan 

perkreditan serta bermaterai cukup serta diberi tanggal pengajuan 

kredit. 

- Memeriksa kesesuaian tandatangan debitur pada form aplikasi 

dengan tandatangan pada KTP debitur. 

- Memeriksa coretan/koreksi telah ditandatangani (calon) debitur 

(untuk aplikasi Kredit Serbaguna Mikro wajib ditandatangani oleh 

(calon) debitur) Apabila salah satu dari butir 3.a.1), 2), 3), 

4) tidak terpenuhi maka Formulir Aplikasi Kredit beserta dokumen 

kredit dikembalikan kepada (calon) debitur untuk dilengkapi. 

b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Critical points dalam verifikasi dokumen KTP sebagai berikut: 

- Memeriksa alamat tinggal pada formulir aplikasi kredit sama 

dengan KTP, apabila berbeda agar dimintakan surat keterangan 

dari pejabat setempat (calon) debitur tinggal yang menyatakan 

bahwa yang bersangkutan benar bertempat tinggal di alamat 

dimaksud. 

- Apabila copy KTP tidak terbaca, maka dapat dilengkapi dengan 

dokumen pendukung lainnya, seperti SIM, passport, atau 

keterangan dari perusahaan. 

- Usia (calon) debitur masih memungkinkan sesuai ketentuan. 

- Apabila KTP Debitur belum menggunakan e-KTP maka, 

disertakan dengan Surat Keterangan (SUKET) dari 

Dukcapil/Kecamatan. 

- Masalaku KTP ((calon) debitur maupun spouse), apabila masa 

berlaku tinggal 7 hari lagi atau telah jatuh tempo maka dimintakan 

resi perpanjangan KTP yang ditandatangani oleh pejabat 

kelurahan. 

Khusus untuk e-KTP, maka ketentuan tersebut tidak berlaku. 

- Alamat KTP harus sama dengan KK (untuk joint income). 

c) Kartu Keluarga (KK) – Khusus Joint Income 

- Memeriksa nama (calon) debitur dan spouse (apabila joint 

penghasilan) tercantum dalam daftar keluarga. 

- KK harus ditandatangani oleh petugas kecamatan/kelurahan. 



 

d) Akta Nikah – Khusus Joint Income 

Akta Nikah yang diterima adalah surat nikah yang dilakukan oleh KUA 

atau catatan sipil. Apabila nama (calon) debitur dan istri/ suami 

berbeda dengan KTP dan atau KK, dimintakan surat keterangan dari 

kelurahan penerbit KTP dan/atau KK. 

e) Data Keterangan Pekerjaan (calon) debitur 

- Pastikan informasi mengenai pekerjaan dalam aplikasi kredit telah 

terisi dengan lengkap. 

- Apabila terdapat persyaratan dokumen penghasilan, maka slip 

gaji/ penghasilan yang diserahkan minimal gaji bulan terakhir 

sejak tanggal pengajuan kredit yang tercantum pada form aplikasi. 

Jika perusahaan tempat (calon) debitur bekerja tidak 

mengeluarkan slip gaji/ penghasilan maka harus ada Surat 

Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang yang dibuat diatas kertas berkop dan/atau diberi cap 

perusahaan, dengan tanggal penerbitan surat paling lama 1 bulan 

sebelum tanggal pengajuan kredit yang tercantum pada form 

aplikasi. 

- Apabila terdapat persyaratan dokumen SK Pengangkatan, 

dipastikan status kepegawaian dan masa pensiun pegawai sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

f) Data Rekening Tabungan (calon) debitur 

- Rekening tabungan harus atas nama (calon) debitur dan dalam 1 

CIF. 

- Untuk payroll, transaksi payroll wajib tercermin minimal 1 bulan 

pada rekening tabungan di Bank Mandiri (kecuali diatur khusus 

pada program marketing/ manual produk). 

g) Data Keluarga Dekat/Emergency Contact 

Keluarga dekat tidak serumah/ Emergency Contact pada aplikasi 

harus diisi lengkap dengan alamat dan nomor telepon yang dapat 
dihubungi, yang merupakan Saudara/ Kerabat dengan (calon) debitur. 
Apabila hanya terdapat keluarga dekat yang tinggal serumah dengan 
(calon) debitur, maka diperlukan adanya tambahan dokumen copy 

Kartu Keluarga. Kerabat yang dicantumkan adalah bukan rekan 
sekantor dari (calon) debitur. 

h) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

(Calon) debitur wajib menyerahkan NPWP pribadi atau disesuaikan 

dengan ketentuan produknya. 

Seluruh dokumen dalam bentuk fotocopy harus diberi stempel "Copy Sesuai 
Asli" dan dibubuhi nama lengkap serta paraf petugas sales di Unit/ Cabang 
yang melakukan verifikasi dokumen dan bertanggungjawab atas copy data 

tersebut, apabila tidak ada stempel, nama lengkap dan paraf maka dokumen 
wajib dilengkapi. 

Dokumen yang tidak lengkap atau pengisian aplikasi belum lengkap atau 
tidak benar maka aplikasi dikembalikan ke (calon) debitur dengan disertai 



 

catatan dokumen yang harus dilengkapi. 

 
c. Investigasi dan Verifikasi Income 

Verifikasi income adalah kegiatan penelitian/pengecekan atas informasi yang 

diberikan (calon) debitur berkaitan dengan penghasilan (calon) debitur dan 
spouse bila joint penghasilan) dengan cara kunjungan langsung maupun melalui 

telepon ke kantor/tempat usaha calon debitur atau media komunikasi lainnya. 
Data yang diverifikasi diantaranya data penghasilan/ gaji Calon Debitur, 
tunjangan-tunjangan, atau penghasilan lainnya. 

Investigasi adalah penelitian/pengecekan atas informasi yang diberikan (calon) 
debitur berkaitan dengan alamat rumah tinggal dan alamat kantor baik dengan 
cara kunjungan langsung (on the spot) maupun melalui telepon atau media 
komunikasi lainnya. Pengecekan tersebut untuk mengetahui status kepemilikan 
rumah tinggal, lama menempati, jumlah tanggungan, status kantor, jumlah 
karyawan, skala usaha, papan nama, gedung dan aktivitas kantor/ usaha. 

Proses Verifikasi awal dilakukan oleh BM/ MBM/ MMM .BSM/ BSSPV/ Penyelia 
Unit dengan melakukan pemeriksaan atas aplikasi kredit dan kelengkapan 
dokumen Calon Debitur. Apabila terdapat ketidaklengkapan dokumen yang 
dipersyaratkan maka BM/ MMM/MBM/ BSM/ BSSPV/ Penyelia Unit meminta 
petugas Sales/ frontliner agar melengkapi dokumen dimaksud. Selain itu 
BM/MMM/ MBM/ BSM/ BSSPV/ Penyelia Unit melakukan verifikasi/ konfirmasi ke 
Calon Debitur untuk melakukan pengecekan pengajuan kredit benar melalui 
petugas Sales/ frontliner (tidak melalui calo) serta benar calon debitur yang 

mengajukan kredit. 

Proses verifikasi dan investigasi selanjutnya dilakukan oleh RCC berpedoman 
pada PTO RCC KSM. 

Akseptasi Penghasilan 

 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri 

Verifikasi gaji/ penghasilan dapat melalui dokumen sbb.: 

(a) Dokumen Payroll 

- Rata-rata mutasi kredit yang terlihat pada rekening 
penampungan gaji/ penghasilan pegawai di Bank Mandiri. 

- Slip gaji/ penghasilan 

- Surat Keterangan Penghasilan Terakhir 

(b) Dokumen Non Payroll 

- Slip gaji/ surat keterangan penghasilan terakhir 

- Copy rekening tabungan 

- Daftar Gaji/ penghasilan PNS (amprah) 
Umumnya tercantum pula nama-nama pegawai PNS lain selain 
yang bersangkutan. 

Ketentuan dokumen mengacu pada Manual Produk dan Program 
Marketing yang berlaku. 

 BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta/ Multinasional 

Gaji/ penghasilan untuk pegawai BUMN/ BUMD/ Swasta, umumnya 
ditransfer setiap akhir bulan (tanggal 25 s.d.30) ke rekening masing- 
masing pegawai. Akseptasi disesuaikan dengan hasil konfirmasi dengan 
HRD, SDM, Keuangan, Payroll atau pihak terkait yang kompeten dalam 



 

pemberian informasi perusahaan yang bersangkutan (sesuai kebijakan 
masing-masing perusahaan). 

Verifikasi gaji/penghasilanuntuk pegawai BUMN/BUMD/Swasta dapat 
melalui: 

(a) Slip gaji/ penghasilan, umumnya carbonize atau hasil print out tetapi 
ada juga bentuk slip gaji/ penghasilan lain, disesuaikan dengan hasil 
konfirmasi dengan pihak terkait (HRD,SDM, Keuangan, Payroll 
Staff,dll) 

(b) Rata-rata mutasi kredit yang terlihat pada rekening penampungan 
gaji/ penghasilan pegawai. 

(c) SPT, dapat diaksep dengan perhitungan rata-rata SPT tahun tertentu 
(di luar bonus, insentif, dan lainnya yang sifatnya hanya diberikan 
setahun sekali) 

(d) Untuk segmen swasta, akseptasi lembur diaksep sebagai berikut: 

- Apabila terdapat history lembur ≤ 3 bulan, maka yang diaksep 

adalah jumlah terkecil 
- Apabila terdapat history lembur > 3 bulan, maka yang diaksep 

adalah rata-rata 6 bulan ke belakang atau sesuai dengan history 

yang tertera 
Ketentuan dokumen mengacu pada Manual Produk dan Program 
Marketing yang berlaku 

d. Analysis dan Credit Approval 

1. Melakukan pemutusan kredit sesuai limit kewenangan.  

2. Merekomendasikan pemutusan kredit kepada pemegang kewenangan sesuai limit 
kewenangan.  

e. Legal Documentations 
1) Melakukan checking compliance review atas dokumen dan pembebanan biaya-biaya.  

2) Menyakini bahwa formulir aplikasi telah ditandatangani oleh (calon) debitur dan pejabat Bank.  

3) Memeriksa prasyarat cair yang disyaratkan oleh Approval  
4) Melakukan pemeriksaan rekening pinjaman Bank Mandiri eksisiting yang harus dilunasi 

f. Disbursement 
1. Membebankan biaya provisi dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.  
2. Melakukan penutupan asuransi/penjaminan untuk produk KSM sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.  
3. Melakukan aktivasi dan pencairan kredit setelah seluruh dokumen persyaratan kredit 

dipenuhi.  
4. Biaya-biaya yang dipersyaratkan dapat diambil dari pencairan kredit. 
5. Proses aktivasi dan perkreditan sampai dengan kredit cair ke rekening debitur dan diblokir 

sejumlah dana setelah dilakukan pelunasan terhadap rekening kewajiban di Bank Mandiri 
dan biaya-biaya. Monitoring kewajiban pelunasan yang dipersyaratkan dalam proses kredit  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Formulir aplikasi kredit serbaguna mikro  



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Referensi/keluarga dapat dihubungi 

Menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Bekerja dan/atau SK 

Pegawai dari instansi/perusahaan 

Menyerahkan Kartu Jamsostek 

 

Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) & investigasi kredit - ksm 
 

LKN & INVESTIGASI KREDIT 

MBU 
KSM 

 
Tanggal Kunjungan 

Contact Person 

Pengajuan 

 
: 

: 

 
 
 
 

Baru 

 
Petugas yang mengunjungi : 1. 

2. 

Top Up ke limit awal Top Up melebihi limit awal 

 
Take Over Beragunan Take Over Tanpa Agunan 

 

 
 

 

1. Nama calon debitur/debitur : 

2. Tempat, tanggal lahir : 

3. Pendidikan tdk tamat SD SD SMP SMA Diploma Sarjana 

4. Alamat : 

Nomor telepon yg dapat dihubungi : …………………… 

5. Status tempat tinggal milik sendiri milik keluarga milik orang tua milik org lain 

 
6. Lama tinggal 

 
< 2 tahun 

 
≥ 2 < 5 tahun 

 
≥ 5 tahun 

 
7. Jumlah tanggungan & pendidikan SD 

 
SMP 

 
SMA 

 
Diploma 

 
Sarjana 

 
Istri/lains 

 

 
 

1. Nama perusahaan : 

2. Alamat : 

: 

3. Status instansi/perusahaan Multi Nas Comp BUMN BUMD BHMN PNS Guru swasta 
 

Listed Comp Yayasan Dosen swasta 

4. Instansi/perusahaan sudah memiliki pola value chain  dengan Bank Mandiri Ya Tidak 

5. Rating perusahaan AAA AA A BBB BB 

6. Sistem penyaluran gaji Payroll No & tgl PKS Payroll : 

Non Payroll Pemotongan gaji dilakukan oleh : Bendahara Pejabat berwenang 

 

FAKTA 

1. 

 

2. 

4. 

 
5. 

 
6. No Kartu : 

7. No & tanggal : 

8. No telepon : 

 

 
 

& suami/istri 

 

Copy surat nikah/cerai 

Copy Kartu Keluarga 

 
Pas phot terakhir ukuran 4 x 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekening Listrik 

Rekening Telepon 

Rekening air 

 
Fotocopy bukti penguasaan lapak 

Debitur sudah menyerahkan dokumen lengkap 

Jarak Lokasi perusahaan/tempat tinggal dari MBU s/d 5 km 

B. VERIFIKASI PERUSAHAAN TEMPAT CALON DEBITUR/DEBITUR BEKERJA 

A. IDENTITAS CALON DEBITUR/DEBITUR 

NOTE : PENGISIAN FORM AGAR MENGGUNAKAN TULISAN TANGAN DENGAN TINTA BALLPOINT PEN WARNA BIRU 

Ya Tdk 

11. 

10. 

Calon debitur/debitur termasuk segment mikro 9. 

Calon debitur merupakan karyawan tetap dan telah bekerja ≥ 2 th 

Alamat pada KTP lengkap dan jelas sesuai dengan yang tertera di 

aplikasi 

Nama calon debitur/debitur pada aplikasi sama dengan nama 

pada KTP 

Pengisian aplikasi telah lengkap, memiliki tanggal & 

ditandatangani sesuai KTP 

PENJELASAN VERIFIKASI DOKUMEN & LEGALITAS C. 
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D. VERIFIKASI KEUANGAN 
FAKT A 

PENJELASAN 
Ya Tdk 

1. Terdapat slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir   Pendapatan per bulan yang diterima Rp. 

Pendapatan per bulan pada rekening Rp. 

No Rekening tabungan penampungan gaji 
 

 
slip gaji Surat Keterangan Bekerja 

 
 

Kuitansi Kuitansi pembelian brg/jasa usaha 

penjualan 

brg/jasa 
 

Rp. 
 

Rp. 
 

Rp. 

Rp. 

2. Mempunyai Rekening Tabungan sebagai penampungan gaji   

3. Terdapat tunjangan yg tdk tercatat pd slip gaji disertai bukti 

pendukung 
  

4. Terdapat pendapatan lainnya dari spouse calon debitur/debitur 

dan Surat Keterangan Bekerja 
  

5. Terdapat bukti berupa catatan/kuitansi/bon pembelian dan/atau 

penjualan dari usaha lainnya dan mengunjungi lokasi usaha 

tersebut 

  

6. Piutang kepada pihak ketiga   

7. Asset diluar tanah & bangunan (mobil, motor, mesin, 

perlengkapan usaha dll) 
  

8. Biaya pemeliharaan/sewa rumah per bulan   

9. Hutang kepada pihak ketiga   

E.1  Perincian Tunjangan per bln diluar Gaji Pokok E.2 Perincian biaya hidup selama 1 (satu) bulan 

No Jenis Tunjangan Nominal No. Jenis Biaya wawancara (Rp) bukti (Rp) 

1.   1.    

2.   2.    

3.   3.    

E.3 Rincian Pendapatan lainnya 

No Keterangan Nilai Keterangan sumber / asal penghasilan 

1. Penghasilan pasangan   

2. Pendapatan dari usaha lainnya diluar usaha yg dimohon -  

    

 

 

 

 
Dengan ini Saya/MKS menyatakan bahwa informasi tersebut diatas telah di verifikasi dan di yakini kebenarannya berdasarkan pengamatan langsung ke 

lokasi usaha dan/atau tempat tinggal calon debitur/debitur 

 

    , / / 

……………………………………….. 

calon debitur/ debitur 

Keterangan : Setiap fakta "ya" harus dilengkapi dengan bukti atau penjelasan yang relevan dan sesuai dengan fakta tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. DENAH LOKASI USAHA 

G. FOTO PERUSAHAAN TEMPAT CALON DEBITUR/DEBITUR BEKERJA 
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Daftar pertanyaan wawancara 

a) Bagaimana proses pemberian Kredit Serbaguna Mikro di Bank Mandiri cabang USU Medan ? 

b) Apakah tahap-tahap proses pemberian kredit telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai 

prosedur ? 

c) Bagaimana prosedur  pemberian Kredit Serbaguna Mikro di Bank Mandiri cabang USU Medan ? 

d) Bagaimana pengawasan kredit dalam proses pemberian Kredit Serbaguna Mikro di Bank Mandiri 

cabang USU Medan ? 

e) Adakah pengawasan preventive of credit dalam proses pemberian Kredit Serbaguna Mikro di Bank 

Mandiri cabang USU Medan ? 
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SURAT PENOLAKAN KREDIT MIKRO 

 
Nomor : …………………….. 

Tanggal : …………………….. 

 

Kepada Yth. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

Perihal :  Penolakan Permohonan Kredit Serbaguna Mikro 

 

Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan Bapak/Ibu/Saudara terhadap Bank Mandiri. 

Setelah memproses permohonan Bapak/Ibu/Saudara untuk memperoleh fasilitas Kredit 

Serbaguna Mikro, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Bapak/Ibu/Saudara pada 

saat ini belum dapat kami penuhi. 

 
Demikian kami sampaikan, kami mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara dapat memanfaatkan 

produk-produk jasa/pelayanan Bank Mandiri lainnya. 

 
Atas perhatian dan kepercayaan Bapak/Ibu/Saudara kepada Bank Mandiri kami sampaikan 

terima kasih. 

 
 
 

 
PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk 

Unit/Cabang 

 
 
 
 

 
(…………………….......) 

Mikro Mandiri Manager/ Branch Manager 
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SURAT PERINGATAN I KSM 

 
 

Nomor : [kode Cabang]/[nomor surat]/[tahun] 

Tanggal : [tanggal] [bulan] [tahun] 

Lampiran : [angka] ([huruf]) lembar 

 
Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Sdr. [nama lengkap debitur] 

[alamat lengkap debitur] 

[nama kota] [kode pos] 

 
Perihal : Surat Peringatan I Kredit Segmen Mikro 

 

Dengan hormat, 

 
Sehubungan dengan fasilitas Kredit Segmen Mikro yang telah Bapak/Ibu/Saudara terima 

berdasarkan pencatatan dan administrasi kami dengan ini kami ingatkan : 

1. Bahwa sampai dengan tanggal [tanggal surat] Bapak/Ibu/Sdr. telah menunggak 
pembayaran angsuran kredit selama 29 hari. 

2. Jumlah kewajiban yang harus Bapak/Ibu/Sdr. lunasi sampai dengan tanggal surat ini adalah 
sebesar Rp [angka] ([terbilang]) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Tunggakan Pokok : Rp [angka],- 

b. Tunggakan Bunga : Rp [angka],- 

c. Denda Angsuran Pokok  : Rp [angka],- 

d. Denda Bunga : Rp [angka],- 

Total tunggakan : Rp [angka],- 

3. Jumlah kewajiban tersebut harus segera Bapak/Ibu/Sdr. lunasi. Jumlah tersebut diatas akan 
bertambah sesuai dengan penambahan hari sejak tanggal Surat Peringatan ini. 

 
Apabila Bapak/Ibu/Sdr. telah melaksanakan kewajiban tersebut, surat ini harap dianggap 

sebagai pemberitahuan dan dapat diabaikan. 

 
Demikian kami sampaikan untuk mendapat perhatian Bapak/Ibu/Saudara sepenuhnya. 

Hormat kami, 

 
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. 

Unit/Cabang [nama cabang] 

 

 
[Nama Branch Manager] 

(Jabatan) 
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SURAT KUASA BENDAHARA PEMOTONGAN GAJI 

 

Kepada yang terhormat 

Pimpinan Satuan Kerja............................ (Agar diisi nama satuan kerja) 

[nama Perusahaan/ Instansi] 

[alamat perusahaan] 

[kota] 

 
Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Lengkap :  ……… 

Nomor KTP :  ……… 

Nomor Pegawai/NIP :  ……… 

Unit Kerja :  ……… 

Pangkat/Jabatan :  ……… 

Status Pegawai :  ……… 

Instansi/Perusahaan :  ……… 
 

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang saya terima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit/Cabang 
Mandiri Mitra Usaha ..................(Isi nama unit kerja penyalur) sesuai Perjanjian Kredit No. [nomor PK] 
tanggal [tanggal PK], dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Saudara untuk : 

1. Menyalurkan penghasilan saya (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada 
rekening Tabungan milik saya yang ada pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan/atau 
memotongkan penghasilan saya (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) 
sebesar Angsuran + denda (jika ada) dan menyetorkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
setiap bulannya sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta 

2. Menyerahkan pembayaran pesangon dan/atau BPJS dan/atau ASABRI/TASPEN dan/atau manfaat 
finansial lainnya yang merupakan hak Debitur kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk guna 
penyelesaian kewajiban Kredit saya. 

 
Demikian Surat Kuasa ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kuasa ini tidak 

dapat dicabut dengan alasan apapun sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. 

 

Hormat saya,                          Disetujui/Diketahui                                                                                                      

Materai 6000 
 

[Nama Debitur]      [Bendahara] 
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SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN KREDIT 
 

 
Nomor : [kode Cabang]/[nomor surat]/[tahun] 

Tanggal : [tanggal] [bulan] [tahun] 

Lampiran : [angka] ([huruf]) lembar 

 
Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Sdr. [nama lengkap debitur] 

[alamat lengkap debitur] 

[nama kota] [kode pos] 

 

 
Perihal : Surat Pemberitahuan Kewajiban Kredit Segmen Mikro 

 
Dengan hormat, 

 
Sehubungan dengan fasilitas Kredit Segmen Mikro yang telah Bapak/Ibu/Saudara terima 

dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan catatan pembukuan kami, kewajiban angsuran 

fasilitas kredit Bapak/Ibu/Saudara telah jatuh tempo pada tanggal [tanggal], dengan jumlah 

kewajiban angsuran dan bunga sebesar Rp [angka],- 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, kami minta agar Bapak/Ibu/Saudara segera memenuhi 

kewajiban tersebut. 

 
Apabila Bapak/Ibu/Sdr. telah melaksanakan kewajiban tersebut, surat ini harap dianggap 

sebagai pemberitahuan dan dapat diabaikan. 

 
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu/Sdr. kami ucapkan terima kasih. 

 

 
Hormat kami, 

 
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. 

Unit/Cabang [nama cabang] 

 
 
 

 
[Nama Branch Manager] 

(Jabatan) 
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